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RINGKASAN EKSEKUTIF 

  

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan tahun 2017 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat 

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan 

informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana 

ditetapkan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2017.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenko Polhukam 

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan 

kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. 

Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai 

dengan Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, 

hukum, dan keamanan tahun 2017 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja 

yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko 

Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan 

sinkronisasi serta pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah 

mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan 

optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Adapun 

capaian kinerja koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan sebagai berikut: 

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Hasil pengukuran IDI tahun 2016 yang telah di rilis 

pada Tahun 2017 dengan hasil 70,09 dan termasuk dalam kategori sedang. Hasil 

capaian IDI tahun 2016 yaitu 70,09 masih kurang 4,21 dari target kinerja Menko 

Polhukam senilai 74,30. Penurunan capaian IDI secara keseluruhan disebabkan oleh 

penurunan skor masing-masing indicator di dalam variable pembentuk IDI, meskipun 

tidak semua indicator mengalami penurunan skor.  

2. Implementasi APSC Blue print 2025 dimulai pada tahun 2015 setelah APSC Blue Print 

2009-2015 selesai. Implementasi langkah aksi APSC Blue print di Indonesia  pada 
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tahun 2015 ialah sebanyak 4 aksi, pada tahun 2016 sebanyak 3 aksi dan pada tahun 

2017 sebanyak 4 langkah aksi dengan tingkat pencapaian 133,33%.   

3. Persentase realisasi kerja sama luar negeri dengan negara lain yang ditindaklanjuti pada 

tahun 2017 ialah sebanyak 10 dari 10 kerja sama dengan persentase 100 % dengan 

target 92%. 

4. IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi) dihitung tiap tahun untuk menggambarkan 

dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2017 sebesar 3,7 dalam 

skala 0 sampai 5. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang 

kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam 

kategori “Anti Korupsi”. Nilai IPAK yang dirilis pada tahun 2017 sebesar 3.71 yang 

apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2015 sebesar 3.65 mengalami 

kenaikan sebesar 0.06 point. 

5. Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 

tahun 2017 meningkat tipis satu poin sebesar 37 dibandingkan Tahun 2016 sebesar 36. 

Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi 

di Indonesia. Peningkatan skor CPI 2017, disumbangkan oleh paket debirokratisasi 

(penyederhanaan layanan perizinan, perpajakan, bongkar muat, dll), pembentukan 

satgas antikorupsi lintas lembaga (Stranas PPK, Saber Pungli, dan reformasi hukum, 

dll) yang dinilai efektif menurunkan prevalensi korupsi. 

6. Pencapaian realisasi dari Skala Minimum Essential Forces (MEF) TNI tahun 2016 

sebesar 50,45%, tahun 2017 sebesar 58,20% dibandingkan dengan target IKU di 

Kemenko Polhukam yaitu sebesar 43,67%, maka capaian yang dihasilkan sebesar 

133,18%. Nilai MEF ini dapat dijadikan analisis pemerintah sejauh mana pemerintah 

siap menghadapi dinamika yang terjadi antar negara terutama negara yang berbatasan 

langsung dengan Indonesia yang rentan terjadinya konflik. Dalam rangka memenuhi 

pembentukan postur minimum essential force serta terwujudnya kemandirian, 

peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk 

produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi di dalam negeri. Guna 

mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Industri 

Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista 

TNI dan Alut Polri, diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map 

menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.  Pencapaian nilai MEF pada tahun 

2016 sebesar 50,45 % dari target sebesar 51,20%. 
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7. Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam telah menghasilkan berbagai 

capaian yang signifikan. Secara garis besar  jumlah pelaporan tindak pidana yang 

terjadi selama kurun waktu tahun 2017 ialah 350.376. dengan penyelesaian kasus yang 

berhasil diselesaikan  sebanyak 58% atau sebesar  202.755 kasus. Kedepannya satuan 

pengemanan Indonesia akan terus meningkatkan penyelesaian kasus yang terlapor. 

8. Penyelesaian Sengketa Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat  

(KIP) sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sebanyak 103 kasus dari 119 register 

atau dengan realisasi 86,55%. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 

2016 yaitu permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 49 Kasus dengan penyelesaian 

sebanyak 5 kasus. Khusus untuk bulan November sampai dengan Desember tahun 2017 

KIP telah menyelesaikan sengketa informasi publik sebanyak 61 register dengan 3 kali 

sidang. Dengan bertambahnya 119 kasus permohonan pada Januari – Desember 2017 

maka  jumlah permohonan sengketa mencapai 2.803 kasus dari 2.684 kasus pada tahun 

2016 dan jumlah penyelesaian sengketa dari 816 menjadi 973 

9. Sebagai hasil koordinasi Kemenko Polhukam di bidang pendayagunaan aparatur dan 

reformasi birokrasi, telah mencapai hasil yang memuaskan. Reformasi Birokrasi pada 

Kementerian/Lembaga untuk tahun 2017 dengan target 66%, Provinsi 53% dan 

Kab/Kota 56%, Untuk realisasi 2017 pada saat ini sedang dilakukan proses evaluasi 

atas pelaksanaan RB di K/L, Provinsi dan Kab/Kota yang disusun oleh Kemenpan RB. 

Sedangkan pada tahun sebelumnya target pada Kementerian/Lembaga meningkat dari 

47% pada tahun 2015 menjadi 54% pada tahun 2016, dengan realisasi tingkat 

keberhasilan 39,47% pada tahun 2015 dan 91,36% pada tahun 2016. Target Indeks 

Reformasi Birokrasi pada Provinsi yang sebelumnya 15% pada tahun 2015 meningkat 

menjadi 30% pada tahun 2016 dengan realisasi tingkat keberhasilan 26,74%. 

Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota target yang hanya 5% pada tahun 2015 

ditingkatkan menjadi 15% pada tahun 2016 dengan realisasi tingkat keberhasilan 

35,09%. Dalam hal ini Kemenko Polhukam akan terus mendorong KemenPAN dan RB 

dan Kemdagri serta instansi terkait untuk percepatan terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 

baik ditingkat pusat maupun daerah dan Roadmap reformasi birokrasi yang visioner, 

menyeluruh, taktis, dan terukur. 
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10. Sebagai informasi, kinerja realisasi keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan RI tahun 2017 Rp. 284.469.437.579  ,- atau sebesar 94,67% dari 

pagu anggaran sebesar Rp 300.479.761.000,-. 

 

LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2017 diharapkan dapat memberikan informasi secara 

transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai 

capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2017. Selain itu, LAKIP juga 

diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun  yang akan 

datang 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Faktor politik, hukum, dan keamanan sangat menentukan dan 

menjadi penentu stabilitas negara Indonesia. Indonesia mempunyai 

tantangan berat dalam mengelola bidang politik, hukum dan keamanan 

Indonesia seperti politik SARA dan aksi teror yang mencederai 

kondusifitas Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran Kemenko Polhukam 

dalam mengawal dan mengkoordinasikan kegiatan terkait isu politik, 

hukum dan keamanan. 

Kemenko Polhukam mempunyai tugas membantu Presiden dalam 

menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. 

Koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang dilakukan oleh 

Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja 

nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, 

Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh 

Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui 

rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. 
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Diperlukan penguatan dalam mewujudkan dan memperkuat stabilitas 

politik dan keamanan yang mana peta strategisnya dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 
Gambar I.1 Peta Strategis Stabilitas Politik dan Keamanan 

 

Koordinasi di bidang politik, hukum dan keamanan memiliki peran 

yang strategis dalam memperkokoh ketahanan bangsa dan negara serta 

keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun 

vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Bila pada tahun pertama 

RPJMN 2015-2019 fokus pemerintah pada peletakan fondasi utama 

pembangunan, maka tahun kedua fokus pemerintah pada  percepatan 

pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk 

mewujudkan Nawacita yang merupakan konsep besar untuk memajukan 

Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang memerlukan 

kerja nyata. Dimulai dengan pembangunan pondasi dan dilanjutkan 

dengan upaya percepatan di berbagai bidang.  

Pencapaian kinerja tidak pernah lepas dari permasalahan dan 
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tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang politik, hukum 

dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional 

dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya 

selama tahun 2017 tidaklah ringan sebagaimana kejadian dan fakta – fakta 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.  

Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya 

ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata 

kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara 

yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, rasa aman serta 

kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik, hukum dan 

keamanan. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis 

mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-

langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif. 

Setelah berakhirnya tahun 2017 maka capaian kinerja perlu 

dilaporkan sehingga menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, 

misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil pencapaian kinerja yang 

disusun dalam bentuk laporan merupakan amanat dari Pasal 19 Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk 

menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, 

Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko Polhukam 

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan 

Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum 

dan keamanan. Tugas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat 
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Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), 

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) 

baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), 

Desk, pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, Forum Koordinasi, 

Fokus Group Discussion, Workshop, Tim Kerja dan lain sebagainya yang 

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko 

kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah. 

 

B. Kelembagaan Kemenko Polhukam 

1. Tugas dan Fungsi  

   Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bahwa 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.  Adapun tugas dari 

Kemenko Polhukam ialah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi 

dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan 

pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam 

melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Kemenko Polhukam 

melakukan fungsi sebagai berikut: 

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan 

pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang 

politik, hukum dan keamanan; 

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu 

di bidang politik, hukum dan keamanan; 

c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kemenko Polhukam; 

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  5 

jawab Kemenko Polhukam; 

e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko 

Polhukam; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Presiden. 

 Untuk mendukung pelaksananaan tugas dan fungsi, kemenko 

Polhukam mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagai berikut: 

a. Kementerian Dalam Negeri; 

b. Kementerian Luar Negeri; 

c. Kementerian Pertahanan; 

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

e. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi; 

g. Kejaksaan Agung; 

h. Badan Intelijen Negara; 

i. Tentara Nasional Indonesia; 

j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

k. Instansi lain yang dianggap perlu. 

 

2. Struktur Organisasi 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diatur pada Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI No 4 Tahun 

2015.  Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dibantu oleh 8 

(delapan) Pejabat Eselon I-a yang terdiri dari Sekretaris Menko Polhukam 

dan 7 (tujuh) Deputi yang  dengan susunan sebagai berikut: 

1. Sekretariat Kementerian Koordinator 

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris 

Kementerian Koordinator dan mempunyai tugas pembinaan, dan 
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pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh 

Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.  

3.  Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi 

dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.  

4. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum 

dan hak asasi manusia.  

5. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh 

Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.  

6. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
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dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

7. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi 

dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.  

8. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur 

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur 

dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

komunikasi, informasi, dan aparatur.  

 Selain dibantu pejabat Eselon I-a, Menko Polhukam juga dibantu oleh Staf 

Ahli dan Staf Khusus setingkat Eselon I-b dengan susunan:  

a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;  

b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;  

c. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman ;  

d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; 

e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  

f. Staf  Khusus sebanyak 3 (tiga) orang; 
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skema struktur organisasi di Kemenko Polhukam sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam 

 

Selain para Pejabat Eselon I di atas, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) 

Pejabat Eselon II, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Asisten Deputi dan 7 

(tujuh) Sekretaris Deputi, dengan masing-masing Deputi membawahi 

Sekretaris Deputi dan  4 (empat) Asisten Deputi, dan 3 (tiga) Kepala Biro 

berada di bawah Sesmenko Polhukam.  Dalam rangka pengawasan internal, 

Menko Polhukam dibantu Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

yang dipimpin oleh Inspektur.  

Hal ini sesuai dengan hasil pelaksanaan penyempurnaan Organisasi 

dan Tata Kerja (OTK) Kemenko Polhukam sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan penyempurnaan OTK juga 

menghasilkan perubahan nomenklatur beberapa Eselon I, II, III dan IV 

untuk menjawab tantangan ke depan sesuai isu yang berkembang di 

bidang politik, hukum dan keamanan. 
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dan 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, Kemenko Polhukam 

membawahi secara administratif 2 (dua) Sekretariat Komisi, yaitu 

Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi 

Kepolisian Nasional.  
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BBAABB  IIII  

PPEERREENNCCAANNAAAANN  DDAANN  PPEERRJJAANNJJIIAANN  KKIINNEERRJJAA  

  

A. RPJMN 2015-2019 

RPJMN 2015 – 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan 

pencapaian daya saing kompetetif perekonomian berlandaskan keunggulan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta 

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

periode ke III merupakan penjabaran dari program-program yang tertuang 

dalam visi-Misi Presiden/Wakil Presiden yang disebut Nawa Cita (Sembilan 

Agenda Prioritas).  Sembilan Agenda tersebut ialah : 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui 

pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang 

terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu 

yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri 
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sebagai negara maritime; 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 

dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan 

publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan 

konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, 

dan lembaga perwakilan; 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya; 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui 

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program 

“Indonesia Pintar”, wajib belajar 12 tahun bebas pungutan; 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

international, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi domestic; 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan 

kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan 

aspek pendidikan kewarganegaraan; 

9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan 

dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga; 

Adapun strategi yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 terdiri dari 

4 bagian utama yang merupakan turunan dari Nawa Cita yaitu: 

1. Norma Pembangunan 
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2. Tiga Dimensi Pembangunan 

3. Kondisi Perlu agar pembangunan dapat berlangsung 

4. Program-Program Quick Wins 

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi 

pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam 

pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Adapun Agenda dari Dimensi 

Pembangunan ialah: 

Agenda I : Pembangunan Nasional 

Agenda II : Pembangunan Bidang 

Agenda III : Pembangunan Wilayah 

Selain dari pada 3 dimensi pembangunan dalam strategi 

Pembangunan RPJMN 2015-2019, terdapat kondisi perlu yang telah 

dijabarkan yaitu Kepastian dan Penegakan Hukum; Keamanan dan 

Ketertiban; Politik dan Demokrasi, dan; Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 

Kemenko Polhukam bertanggung jawab dalam lingkup koordinasi 

peningkatan kepastian dan penegakan hukum, politik dan demokrasi, 

keamanan dan ketertiban serta Tata kelola dan Reformasi Birokrasi. 

Sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Kemenko Polhukam dalam penguatan demokrasi adalah tercapainya indeks 

demokrasi pada angka 70,09; pada pertahanan dan keamanan ialah 

tercapainya nilai MEF sebesar 58,20% dan Penyelesaian kasus tindak 

pidana sebanyak 202.755 kasus  selama tahun 2017. 

 

B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2015-2019 

Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2015-2019 mencakup Visi, 

Misi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam  kurun waktu 5 (lima) 

tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan 

memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman serta isu-isu strategis. 
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1. Visi dan Misi 

Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Kerja serta tugas dan fungsi 

Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian 

pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, maka Kemenko 

Polhukam menetapkan visi 

 

 

 

 

 

 

   

Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan 

Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi 

terwujudnya Visi yang telah ditetapkan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan 

   Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan  ialah  

 
 
 

Te Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional 

dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan 

hukum 

 Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

dan pengendalian  kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan 
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3. Sasaran Strategis 

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam, maka 

disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun 

kedepan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Arah Kebijakan 

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia 

yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan 

bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih 

a. Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi 
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan 
bidang poltik, hukum dan keamanan; 

b. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam 
dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang 
polhukam; 

a. Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola 

b. Terwujudnya penegakan hukum 

c. Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi 

d. Terciptanya stabilitas pertahanan dan keamanan 

e. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko 
Polhukam 
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memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber 

daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta 

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2015-2019, bahwa 

terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dapat dikelompokkan; 

1. Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama 

pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan 

negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi 

yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; 

2. Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, 

tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan 

keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;  

3.  Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa 

termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan 

mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, 

pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan 

pembangunan kelautan. 

 

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan 

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam 

bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 

sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA 

CITA. Untuk mencapai Visi dan terlaksana serta tercapainya agenda 

pembangunan nasional 2015-2019 maka sasaran utama Pembangunan 

adalah:  

1. Sasaran Makro; 

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;  
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3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;  

4. Sasaran Dimensi Pemerataan;  

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan 

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.  

 

Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung 

dimensi pembangunan nasional yaitu, dimensi pembangunan manusia, 

dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan 

antar wilayah dengan memastikan terciptanya prakondisi bidang politik, 

hukum dan keamanan demi menjamin kelancaran proses pembangunan 

nasional. Prakondisi yang harus diwujudkan adalah: 

1. Kepastian dalam penegakan hukum  

2. Rasa aman dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat  

3. Kondisi politik yang sehat dan demokrasi yang substansial 

serta  

4. Dukungan birokrasi yang profesional sebagai cerminan 

dari kesuksesan implementasi reformasi birokrasi    

 

C. Perjanjian Kinerja 2017 

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen 

pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja 

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus 

penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja 

sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian 

reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi 
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Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target  

(1) (2) (3) 
Meningkatnya 
Kualitas 
Demokrasi dan 
Diplomasi 

1. Indeks Demokrasi 
Indonesia  

2. Jumlah Implementasi 
Blue Print APSC 

3. Persentase Kerjasama 
Luar Negeri dengan 
Negara Lain yang 
ditindaklanjuti 

4. Jumlah RPerpres Tentang 
Penguatan Bela Negara 

74,3 
 
 
3 
 

92% 
 
 
 

1 RPerpres 
 

Terwujudnya 
Penegakan 
Hukum 

5. Indeks Perilaku Anti 
Korupsi 

6. Indeks  Persepsi Korupsi 

     3,65 

 

38 

Terciptanya 
Stabilitas 
Pertahanan dan 
Keamanan 

7. Pemenuhan MEF TNI 

8. Penyelesaian Kasus 
Tindak Pidana  

43,7% 

70% 

 

 
Semakin 
Mantapnya 
Reformasi 
Birokrasi dan 
Tata Kelola 

9. Penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik 

 

10. Indeks Reformasi 
Birokrasi Nasional 

65% 

 

 

B 
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Terwujudnya Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
yang baik di 
Kemenko 
Polhukam 

11. Indeks Reformasi 
Birokrasi Kemenko 
Polhukam 

12. Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian atas 
laporan keuangan 
Kemenko Polhukam 

13. Nilai AKIP Kemenko 
Polhukam 

B 

 

 

WTP 

 

 

B 
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BBAABB  IIIIII  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian RPJMN 2015-2019 Bidang Polhukam Tahun 2017 

Kemenko Polhukam mempunyai peran strategis sebagai katalisator 

maupun fasilitator bagi Kementerian/Lembaga teknis yang menjadi wilayah 

koordinasi, dalam mewujudkan sasaran yang diamanahkan dalam RPJMN 

2015-2019 serta pemecahan masalah yang bersifat mendesak. Hal ini 

dilakukan melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan 

rekomendasi perumusan kebijakan di bidang politik, hukum dan 

keamanan yang diemban oleh Kemenko Polhukam. Beberapa percepatan 

pembangunan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan menjadi 

agenda strategis pemerintah yang dicapai dalam dua tahun ini sebagai 

bagian dari perwujudan Nawacita. Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebagai pemegang otoritas 

koordinasi, pengendalian dan sinkronisasi Kementerian dan Lembaga 

terkait di sektor politik, hukum dan keamanan, telah melakukan beberapa 

percepatan di berbagai bidang terkait ruang lingkup Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

Secara umum capaian indikator kinerja tahun 2017 menunjukkan 

adanya perkembangan yang cukup signifikan karena hampir semua hasil 
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realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 telah 

mencapai target hingga melampaui target. Pencapaian ini akan terus 

ditingkatkan lagi oleh Kemenko Polhukam dalam upaya mempersiapkan 

langkah-langkah strategis yang dapat diambil bagi pencapaian target 

RPJMN berikutnya. Selain itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras 

bersama jajaran Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko 

Polhukam dalam mencapai target-target RPJMN bidang politik, hukum dan 

keamanan pada tahun-tahun mendatang. 

Di bidang  politik beberapa capaian selama tahun 2017 ialah :  

Pertama, Indeks Demokrasi Indoneisa. Hasil pengukuran IDI tahun 

2016 yang telah di rilis pada Tahun 2017 dengan hasil 70,09 dan termasuk 

dalam kategori sedang. Hasil capaian IDI tahun 2016 yaitu 70,09 masih 

kurang 4,21 dari target kinerja Menko Polhukam senilai 74,30. Penurunan 

capaian IDI secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan skor masing-

masing indicator di dalam variable pembentuk IDI, meskipun tidak semua 

indicator mengalami penurunan skor. 

Kedua, Pencapaian diplomasi politik luar negeri dalam rangka 

melindungi WNI di luar negeri. Globalisasi dunia telah menyebabkan batas 

antar negara menjadi semakin sumir yang selanjutnya menyebabkan 

pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih 

mudah. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, dimana migrasi WNI secara 

besar ke luar negeri baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, 

menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. 

Saat ini tercatat lebih dari 3 (tiga) juta orang Indonesia yang berada di luar 

negeri. Jumlah yang tidak sedikit ini tentu saja berhak atas pelayanan dan 

perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia. Dalam mewujudkan hal 

tersebut, pemerintah mengerahkan kemampuan sumber daya beserta 

aparaturnya untuk memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri. 

Adapun pencapaian tersebut dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar III.1 Pencapaian diplomasi politik luar negeri dalam rangka melindungi 

WNI di luar negeri 

 

Dari gambar terlihat dari hasil dari upaya pemerintah Indonesia 

dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri 

diantaranya adalah 4 ABK di Kapal Henry-Christy telah dibebeaskan, 

25.620 kasus telah terselesaikan, 1035 kasusu perdagangan manusia telah 

diselesaikan, 142.733 TKI telah direpatriasi ke tanah air, 204 WNI yang 

terancam hukuman mati telah berhasil diselamatkan dan 29 WNI yang 

disandera telah dibebaskan.  

Ketiga, Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan 

koordinasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (sesuai RPJMN). 

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah 

menunjukkan capaian yang positif dengan makin meningkatnya 

pemahaman terhadap 4 (empat) Konsessus Dasar yaitu Pancasila, UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, 

termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di 

beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya 

peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui 

sosialisasi 4 (empat) konsessus dasar. 
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Dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, Kemendagri telah 

mengeluarkan Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang pedoman 

Pendidikan Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang mengamanatkan kepada daerah 

(Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Pusat Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan. 

Dalam perkembangannya Kemenko Polhukam selaku Kementerian 

Koordinator telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap 

implementasinya Permendagri tersebut dilapangan dan hasilnya pada 

tahun 2017 (sampai dengan tahun 2017) telah terbentuk 30 PPWK dari 34 

Provinsi, dan dari 514 Kab/Kota telah terbentuk 111 PPWK (mencapai 

target). Kondisi tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, 

dimana pada tahun 2016 telah terbentuk PPWK di 27 Provinsi dan 52 

Kab/Kota. Adapun Provinsi yang belum membentuk PPWK yaitu Jawa 

Barat, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.  

 

         Tabel III.1 Rekapitulasi PPWK di Prov dan Kab/Kota 

PUSAT PENDIDIKAN  
WAWASAN 
KEBANGSAAN 
(PPWK) 

2014 2015 2016 2017 

PROVINSI 24 27 27 30 

KABUPATEN/KOTA 36 52 52 111 

TOTAL 60 79 79 141 

 

 

Di bidang hukum, capaian selama kurun waktu pada Tahun 2017 

tahun adalah, pertama, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

(Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah 
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diundangkan menjadi UU No 16 Tahun 2017. Undang-Undang ini akan 

menentukan Kementerian atau Lembaga yang nantinya bisa memberikan 

dan mencabut izin pendirian organisasi kemasyarakatan (Ormas). Undang-

undang tersebut merupakan payung hukum agar pemerintah dapat lebih 

leluasa menjamin bagaimana memberdayakan ormas. Jika memang 

terdapat ormas yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku setelah 

diberikan izin berdiri, maka Kemenkumham dan Kemendagri bisa 

menindak tegas ormas tersebut.   

kedua, Pertemuan MCM ke4 sebagai cerminan  trade mark 

keberhasilan penanganan hukum dan keamanan. Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersama Jaksa Agung 

Australia George Brandis memimpin pertemuan Ministerial Council Meeting 

on Law and Security (MCM) ke-4 di Brisbane, Australia. Tujuan pertemuan 

ini untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Australia di bidang hukum 

dan keamanan, khususnya untuk di kawasan yang dekat dengan kedua 

negara. Kerjasama antara Indonesia dan Australia ini telah menjadi trade-

mark bagi keberhasilan penanganan masalah hukum dan keamanan, 

khususnya tentang isu terorisme dan radikalisme di kawasan ini. 

Pertemuan tersebut telah berlangsung dengan sangat konstruktif dan 

menghasilkan langkah-langkah konkret yang akan ditindaklanjuti oleh 

kedua negara dalam bidang countering terrorism financing, counter violent 

extremism and deradicalization, cyber security, and broader law, justice and 

security cooperation.  

Di bidang pertahanan dan keamanan yang dicapai dalam  tahun 

2017 ini antara lain: 

 Pertama, Pembangunan di wilayah perbatasan dengan mendirikan 7 

(tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjangnya;  
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Gambar III.2 Pembangunan di Wilayah Perbatasan 

 

Pos lintas batas negara adalah presentasi dari wajah Indonesia. 

 Tujuan dari pembenagunan PLBN harus bermanfaat bagi masyarakat. 

Adanya pos lintas batas negara ini harus mendorong roda perekonomian 

di wilayah sekitar, disamping fungsinya untuk pengurusan administrasi di 

wilayah perbatasan. Adapun sebelum dibangunnya infrastruktur jalan di 

sekitar perbatasan masih dalam kondisi yang megkhawatirkan. Tidak 

jarang warga sekitar sulit untuk mencapai satu daerah yang juga 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan dibangunnya PLBN di 

daerah perbatasan Indonesia maka rakyat dapat memakai pos-pos 

tersebut untuk akses produk-produk local (Indonesia) ke negara tetangga 

Pembangunan 7 PLBN sudah sesuai amanat Inpres 6 tahun 2015 

tersebut sudah dilaksanakan Tahap 1 pada tahun 2016 kemarin yang 

sebagian besar sudah selesai 100% bangunan fisik kantor PLBN-nya dan 

sebagian sudah diresmikan pembukaan dan penggunaannya oleh 

Presiden Joko Widodo. Posisi dan kondisi terakhir pembangunan 7 PLBN 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalbar sudah selesai tahap 
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1 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 

Desember 2016. 

b. PLBN Motaain, di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, 

Kabupaten Belu, Timor Barat NTT sudah selesai tahap 1 dan 

diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Desember 

2016. 

Sedangkan PLBN yang sudah selesai pembangunan Tahap 1 dan 

diresmikan pada  tahun 2017 ini adalah : 

a. PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan 

Barat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 

2017, dan 

b. PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat oleh 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Maret 2017. 

Tiga PLBN lainnya yaitu PLBN yang berada di Motamasin dan Wini di NTT 

serta Skouw di Papua sudah selesai pembangunan tahap 1 dan siap 

untuk diresmikan penggunaannya.  

Pada tahun 2017 ini, Pembangunan tahap II PLBN Aruk 

diperkirakan menelan dana sebesar Rp 201,5 miliar. Sedangkan PLBN 

Badau membutuhkan anggaran sebesar Rp 167,18 miliar, PLBN Wini Rp 

178,83 miliar, PLBN Motamasin Rp 126,47 miliar, PLBN Skouw sebesar 

Rp 246,58 miliar, PLBN Motaain sebesar Rp 228,90 miliar dan PLBN 

Entikong sebesar Rp 420 miliar (termasuk pengembangan infrastruktur 

pemukiman). Sehingga, apabila ditotal, biaya pembangunan tahap II 

ketujuh PLBN ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun. 

Seluruhnya akan menggunakan APBN sesuai tahun berjalan.  

Pengembangan PLBN ini meliputi zona inti yang terdiri dari gerbang 

Tasbara dan pos jaga, karantina tumbuhan dan hewan, pemeriksaan 

imigrasi, jembatan timbang, pemeriksaan X-Ray kendaraan, Bea Cukai 

dan Lambang Negara Indonesia. Sedangkan untuk zona sub inti dan 

pendukung terdiri dari Wisma Indonesia dan mess karyawan serta sarana 
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pendukung lainnya. Selain membangun gedung PLBN, pemerintah juga 

melakukan pengembangan infrastruktur permukiman yang meliputi 4 

sektor yaitu, air minum, air limbah, sanitasi dan jalan lingkungan di 

kawasan sekitar PLBN. 

 Kedua, Penurunan Jumlah Terorisme  

Jumlah Kejadian Terorisme pada tahun 2015 adalah sebanyak 31 

kejadian, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 29 kejadian. Selama  

tahun 2017 telah terjadi tindakan terorisme sebanyak 27 kejadian. Adapun 

trend jumlah terorisme dapat dilihat dibawah ini 

 
Grafik III.1 Trend Jumlah Terorisme 

Apabila dibandingkan dengan target pada RPJM 2015-2019 yaitu 

sebanyak 0 kejadian pada setiap tahunnya terlihat bahwa target tersebut 

belum tercapai, hal ini disebabkan karena masih adanya kelompok 

tertentu yang tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah  yang 

diwujudkan melalui tindakan radikal dan  melawan hukum. Langkah 

yang perlu dilakukan untuk menekan kejadian terorisme harus dilakukan 

secara masif dengan melibatkan seluruh kompenen masyarakat melalui 

upaya deradikalisasi. 

Pemerintah menggunakan pendekatan soft approach dalam program 

pencegahan dan deradikalisasi. Namun, program penindakan dilakukan 

dengan pendekatan hard approach dengan tetap tunduk pada peraturan 

yang berlaku dan prinsip kehati-hatian. Adapun program pencegahan 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  27 

dilakukan dengan menciptakan situasi yang kondusif dimana tidak ada 

tempat terorisme dan radikalisme yaitu Program pendidikan karakter, 

Penunjukan duta damai, Penggalangan tokoh masyarakat, Penyusunan 

standar literasi media Islam online, Pengamanan Perbatasan, Operasi 

kontra radikalisme dan terorisme, dll. Hal tersebut dilakukan agar 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin tinggi 

dalam menolak aksi-aksi terror. Selain itu, Penindakan melalui hard 

approach dengan mendorong aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan 

Agung, dan Hakim) dengan didukung oleh TNI untuk melaksanakan 

penegakan hukum secara transparan dan professional diantaranya yaitu: 

 

 
Grafik III.2 Penindakan melalui Hard Approach 

 

Pemerintah menciptakan situasi yang kondusif untuk menekan 

tumbuhnya radikalisme dan terorisme. Diharapkan kesadaran dan 

kepedulian masyarakat akan semakin tinggi dalam menolak dan melawan 

aksi-aksi terorisme. 

      

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam dilakukan 

dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis 

besar, tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2017 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 
2017 

Realisasi % 
Capaian 

2017 
2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 
Meningkatnya 
Kualitas 
Demokrasi dan 
Diplomasi 

a) Indeks 
Demokrasi 
Indonesia  

b) Jumlah 
Implementasi 
Blue  Print 
APSC 

c) Persentase 
Kerjasama 
Luar Negeri 
dengan Negara 
Lain yang 
ditindaklanjuti 

d) Jumlah 
RPerpres 
Tentang 
Penguatan 
Bela Negara 
 

74,30 
 
 

3 
 
 

92% 
 
 
 
 
 
 
 

1 
RPerpres 

 

73,04 
 
 

4 
 
 

n/a 
 
 
 
 
 
 

n/a 
 

72,82 
 
 

3 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

n/a 
 

70,09 
 
 

4 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

1 
RPerpres 
 

94,33 
 
 

133,33 
 
 

108,69 
 
 
 
 
 
 

100 

Terwujudnya 
Penegakan 
Hukum 

a) Indeks Perilaku 
Anti Korupsi 
(IPAK)  

b) Indeks 
Persepsi 
Korupsi 

3,65 
 
 

38 
 

 

3,4 
 
 

34 
 

 
 

3,6 
 
 

36 
 

 

3,71 
 
 

37 
 

101,64 
 
 

97,36 
 

 
 

Terciptanya 
Stabilitas 
Pertahanan 
dan Keamanan 

a) Skala 
Minimum 
Essential 
Forces  (MEF)  

b) Penyelesaian 
Kasus Tindak 
Pidana 
 

43,7% 
 
 
 

70% 
 

 
 

43,67 
 
 
 

n/a 
 
 

 

50,45 
 
 
 

n/a 
 
 

 

58,46% 
 
 
 

58% 
 
 

 

133,77 
 
 
 

82,86 
 
 

 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  29 

Semakin 
Mantapnya 
Reformasi 
Birokrasi dan 
Tata Kelola 

a) Penyelesaian 
Sengketa 
Informasi 
Publik 

b) Indeks RB K/L 
 
Indeks RB Prov 
 
Indeks RB 
Kab/Kota 
 

65% 
 
 
 

66% 
 

53% 
 

56% 

132,39% 
 
 
 

66,13% 
 

41,62% 
 

42,61% 

84,37% 
 
 
 

69,58% 
 

56,69% 
 

55,94% 

86,55% 
 
 
 

70,65 
                     

57,46 
 

55,08 
                   
 

133,15 
 
 
 
107,04 

 
108,41 

 
98,35 

 

Terwujudnya 
Tata Kelola 
yang baik di 
Kemenko 
Polhukam 

a) Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 
Kemenko 
Polhukam 

b) Opini Wajar 
Tanpa 
Pengecualian 
atas laporan 
keuangan 
Kemenko 
Polhukam 

c) Nilai AKIP 
Kemenko 
Polhukam 

B 
 
 
 
 

WTP 
 
 
 
 
 
 

B 

C 
(46,49%) 

 
 
 

WTP 
 
 
 
 
 
 

B 
(70,04) 

B 
(61,28%) 

 
 
 

WTP 
 
 
 
 
 
 

B 
(67,02) 

B 
(67,77%) 

 
 
 

WTP 
 
 
 
 
 
 

B 
(68,11) 

100% 
Tercapai 
 
 
 

100% 
Tercapai 

 
 
 

 
 

100% 
Tercapai 

 
 

 

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2017 

1. Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi 

Pencapaian sasaran I yaitu meningkatnya kualitas demokrasi dan 

diplomasi diukur dengan menggunakan 4 (empat)  indikator kinerja utama 

sebagai alat ukur yaitu (1) Indeks Demokrasi Indonesia; (2) Jumlah 

Implementasi Blue Print APSC ; (3) Persentase Kerjasama Luar Negeri 

dengan Negara lain yang ditindaklanjuti; (4) Jumlah RPerpres tentang 

Penguatan Bela Negara.  Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan 

sebagai berikut: 
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Tabel III.3 Capaian Sasaran  I 
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Meningkatnya 
kualitas 
demokrasi dan 
diplomasi 
Indonesia 

a)Indeks Demokrasi 
Indonesia * 

b) Jumlah Implementasi 
Blue Print APSC  

c) Persentase Kerjasama 
Luar Negeri dengan 
Negara Lain yang 
Ditindaklanjuti 

d) Jumlah RPerpres 
Tentang Penguatan 
Bela Negara 

74,3 
 

   3 
 
 

   92% 
 

 
1  

RPerpres 

70,09 
 

4 
 
 

100% 
 

 
1 

RPerpres 
 

94,33% 
 

133,33% 
 

 
108.69% 

 
 

100% 

 * Skor IDI Tahun 2016,  dipublikasikan tahun 2017 
          

 
 
a. Indeks Demokrasi Indonesia  

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah hasil penilaian terhadap 

kondisi demokrasi tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Assessment 

terhadap kondisi demokrasi di tingkat provinsi ini telah dilakukan sejak 

tahun 2009. Unit anallisis IDI adalah provinsi. Angka IDI Nasional 

merupakan agregasi dari capaian provinsi tersebut. 

Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan 

sipil, hak-hak politik, dan lembaga demkokrasi yang masing-masing 

terbagi dalam sejumlah variabel yan ditangkap melalui tinjauan berita, 

surat kabar, reviu dokumen, Focus 

Group Discussion (FGD) dan 

wawancara mendalam terhadap 

sejumlah informan terpilih yang 

dianggap memiliki pengetahuan (well 

informed person) mengenai hal-hal 

tertentu di provinsi dimana mereka 
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tinggal.  

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling 

rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka dibagi dalam 

kategori kualitas capaian sebagai berikut: 

1. Nilai <60 mendapatkan predikat “Buruk”; 

2. Nilai 60-80 mendapatkan predikat “Sedang”; 

3. Nilai >80 mendapatkan predikat “Baik”. 

Target Kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan (Menko Polhukam) tahun 2017 untuk skor Indeks 

Demokrasi Indonesia senilai 74,30. Hasil pengukuran IDI tahun 2016 

yang telah di rilis pada tanggal 14 September 2017 di Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan telah di sosialisasikan pada tanggal 5 Desember 

2017 mencapai hasil 70,09 dan termasuk dalam kategori sedang. Hasil 

capaian IDI tahun 2016 yaitu 70,09 masih kurang 4,21 dari target 

kinerja Menko Polhukam senilai 74,30. Berikut ini grafik tren Capaian 

IDI Nasional 2009-2016, sebagai berkut: 

 

 
Grafik III.3 Tren Capaian IDI Nasional 2009-2016 

 

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari 
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nilai tiga aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 76,45; aspek Hak-Hak 

Politik yang bernilai 70,11; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 

62,05. Adapun grafik ketiga asepek tersebut ialah sebagai berikut: 
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Grafik III.4 Angka IDI 

 

Pada tahun 2016 ketiga aspek mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2015. Meskipun capaiannya masih menjadi yang 

tertinggi diantara aspek lainnya, aspek Kebebasan Sipil menunjukkan 

kecendrungan trend yang semakin menurun. Sementara itu, aspek 

Lembaga Demokrasi menjadi aspek dengan penurunan nilai terbesar 

dan menempatkannya menjadi aspek menjadi nilai terendah. 

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, 

indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 3,85 poin 

dibanding tahun 2015. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak 

Politik dan Lembaga Demokrasi masing-masing mengalami penurunan 

sebesar 0,52 poin dan 4,82 poin. 

Serupa dengan tahun 2015, pada tahun 2016 tidak ada lagi 

indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik 
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dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek 

Kebebasan Sipil yang ditahun sebelumnya berada pada kategori “baik”, 

di tahun 2016 ini turun menjadi kategori “sedang”. 

Pada tahun 2016 terdapat lima variabel yang mengalami 

penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan. 

Dari lima variabel yang mengalami penurunan, dua diantaranya 

menurun cukup tajam. Variabel Peran Partai Politik menurun paling 

tajam yaitu sebesar 6,80 poin, dari 59,09 pada tahun 2015 menjadi 

52,29 pada 2016. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel 

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang turun 5,60 poin, dari 53,11 

pada 2015 menjadi 47,51 pada 2016. 
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Gambar III.3 Perkembangan Variabel IDI Nasional 2015-2016 

 

Di sisi lain, variabel Kebebasan Berpendapat meningkat secara 

bermakna sebesar 9,96 poin, dari 62,21 pada 2015 menjadi 72, 17 

pada 2016. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Peran 

DPRD. Variabel ini meningkat sebesar 3,86 poin dari 42,90 pada 2015 
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menjadi 46,76 pada 2016. Meskipun demikian, peningkatan nilai 

indeks tidak mengubah posisi variabel Peran DPRD yang masih berada 

di kategori “buruk”. 

Selisih skor antara Target Kinerja Menko Polhukam tahun 2017 

senilai 4,21 disebabkan antara lain:  

1. Aspek Kebebasan Sipil  

a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adab 
berdemokrasi; 

b. Masih kurangnya pemahaman toleransi terhadap umat 
beragama; 

c. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menjalankan 
fungsi pembinaan sosial dan pengawasan masyarakat;  

d. Adanya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat yang 
dipicu buruknya prilaku aparat Pemerintah Daerah dalam 
bentuk ancaman atau kekerasan;  

e. Adanya diskriminasi yang dipicu prilaku aparat Pemerintah 

Daerah dan juga masyarakat yang cenderung masih berifat 

diskriminatif terhadap kelompok rentan. 

2. Aspek Hak-Hak Politik 

a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya cara-cara 

persuasive atau non kekerasan dalam melakukan protes dan 

tuntutan;  

b. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tuntutan 

masyarakat sehingga memicu timbulnya tindakan yang 

bersifat kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. 

3. Aspek Lembaga Demokrasi 

a. Masih rendahnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 

di sebagaian provinsi masih dibawah target nasional (20% dari 

APBD untuk pendidikan, dan 10% untuk kesehatan);  

b. Lemahnya DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah 

Inisiatif sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislasi 
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yang dimiliki; 

c. Belum banyak peran dari DPRD dalam menghasilkan 

rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, baik rekomendasi 

dalam bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, maupun 

dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. Lemahnya peran DPRD tersebut ditenggarai dari 

penyebab “tersumbatnya” aliran partisipasi masyarakat, 

memburuknya pelayanan publik, dan semakin meningkatnya 

kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat 

Pemerintah Daerah; 

d. Lemahnya fungsi kaderisasi yang dilakukan partai politik 

peserta Pemilu yang memiliki korelasi terhadap buruknya 

kinerja DPRD, utamanya dalam menghasilkan Perda Inisiatif 

dan rekomendasi kepada Eksekutif Daerah. 

e. Merosotnya kinerja dan peran partai politik (termasuk krisis 

kaderisasi, kepemimpinan yang sentralistik, dan buruknya 

rekruitmen anggota), serta peran birokrasi pemerintah daerah 

yang rendah. 

Atas tidak tercapainya target kinerja Menko Polhukam tahun 

2017, langkah-langkah yang akan dilaksanakan antara lain: 

1. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk 

mendorong pencapaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019, antara lain: 

a. Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan 

para Gubernur untuk:  

- Menggerakkan elemen Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam 

meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang 

masih rendah; 

- Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi dalam APBD tahun Berjalan. 
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b. Mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD sebagaimana telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

c. Pimpinan DPRD Provinsi untuk mendorong aktifnya peran 

DPRD dalam mengeluarkan rekomendasi kebijakan kepada 

Pemerintah Daerah; 

d. Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI 

dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja 

Pengembangan Demokrasi Provinsi; 

e. Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas 

politik dan keamanan di masing-masing daerah melalui 

berbagai program pembinaan kepada masyarakat bekerja sama 

dengan Pemerintah Daerah.  

2. Melakukan advokasi terhadap provinsi yang nilai capaian Indeksnya 

masih rendah. 

 

b. Jumlah Implementasi APSC Blue Print 

ASEAN Political-Security Community (APSC) atau yang sering 

dikenal dengan cetak biru komunitas politik keamanan ASEAN 

dibentuk dengan tujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di 

ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan 

masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik 

Keamanan ASEAN yang bersifat terbuka dengan menggunakan 

pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk 

membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan 

luar negeri bersama (common foreign policy).  

Konsep Cetak Biru APSC disusun berdasarkan ke-sepakatan KTT 

ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura untuk menggantikan VAP 2004-

2010. Konsep tersebut telah disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di 

Thailand, tahun 2009, dan dituangkan dalam Deklarasi Cha-am, Hua 
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Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (Cha-am, Hua Hin 

Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community). Cetak Biru 

APSC tersebut terdiri atas 3 karakteristik, 11 elemen, dan 137 tindakan 

yaitu: 

a. Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (A 

Rules-based Community of Shared Values and Norms) terdiri dari 3 

elemen dan dijabarkan dalam 58 tindakan; 

b. Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung 

Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (A Cohesive, Peaceful, 

Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for 

Comprehensive Security) terbagi dalam 6 elemen dan 71 tindakan; 

dan 

c. Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang 

Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung (A Dynamic and 

Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and 

Interdependent World) yang dijabarkan dalam 3 elemen dan 8 tindak. 

Kerja sama dalam kerangka APSC, sebagaimana termuat dalam 

cetak birunya, dielaborasi lebih spesifik dalam kerja sama bidang 

politik, keamanan, dan hukum yang mencakup spektrum yang luas 

dari permasalahan tradisional dan nontradisional, dari upaya untuk 

memajukan tata kepemerintahan yang baik (good governance), 

menangani masalah terorisme, menanggulangi bencana alam, dan 

memberantas korupsi. 

Implementasi APSC Blue print 2025 dimulai pada tahun 2015 

setelah APSC Blue Print 2009-2015 selesai. Implementasi langkah aksi 

APSC Blue print di Indonesia  pada tahun 2015 ialah sebanyak 4 aksi, 

pada tahun 2016 sebanyak 3 aksi dan pada tahun 2017 sebanyak 4 

langkah aksi. Adapun implementasi langkah aksi pada tahun 2017 

diantaranya adalah:  

1. Implementasi langkah aksi A.2.5.iv Support the ASEAN 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  38 

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in the 

discharge of its mandate, in accordance with its Terms of Reference 

(TOR); melalui pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights (AICHR) telah menyelenggarakan 23rd Meeting of 

AICHR di Boracay, Filipina, 13 – 15 Februari 2017 dan 

pelaksanaan FGD “Peran AICHR Dalam Menghadapi ASEAN 

Community Vision 2025” pada 8 Maret 2017 di Jakarta oleh 

Kemenko Polhukam bekerjasama dengan AICHR Indonesia.  

2. Implementasi langkah aksi A.i. Align and consolidate the agenda 

and priorities of relevant ASEAN Sectoral Bodies under the APSC 

Pillar with those of the ASEAN Community Vision 2025 and the APSC 

Blueprint 2025; melalui kegiatan rapat koordinasi pembahasan 

implementasi Cetak Biru Pilar Politik dan Keamanan ASEAN 2025 

dan persiapan review Piagam ASEAN bersama dengan para 

pemangku kepentingan pada Januari 2017 di Bandung, Jawa 

Barat.  

3. Implementasi langkah aksi B.6.1.i Continue ASEAN current practice 

of close consultation among ASEAN Member States on matters 

pertaining to the South China Sea, including the Declaration on the 

Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) and the Code of 

Conduct in the South China Sea (COC); melalui 19th ASEAN-China 

Joint Working Group Meeting on the Implementation of the 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea(JWG 

on DoC pada 26-27 Februari 2017 di Bali dan petemuan 21st JWG 

on South China Sea, 23rd China Senior Officials Consultation, dan 

14th SOM on the Implementation of DoC di Guiyang RRT, dimana 

Kemenko Polhukam berpartisipasi aktif selaku anggota Delri.  

4. Implementasi langkah aksi D.2.2.iii Ensure ASEAN awareness-

raising activities and programmes are gender-sensitive and 

accessible to all segments of society, including persons with 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  39 

disabilities and other vulnerable groups; melalui penyelenggaraan 

kegiatan diseminasi informasi Masyarakat ASEAN di Padang, 

Sumbar bekerjasama dengan PSA Universitas Andalas pada 24 

Maret 2017 dan di Banda Aceh, NAD, bekerja sama dengan PSA 

Unsyiah pada 7 September 2017.   

5. Menko Polhukam hadir sebagai Wakil Indonesia pada pertemuan 

APSC Council Meeting ke-15 di Manila, Filipina dan rangkaian KTT 

ASEAN ke-30 guna menyampaikan capaian dan isu-isu prioritas di 

pilar polkam ASEAN.  

Sebagai salah satu pemelopor APSC Blueprint, Indonesia terus 

mendorong implementasi kesepakatan dalam Pilar Politik-Keamanan 

ASEAN dalam rangka mewujudkan masyarakat ASEAN yang rules-

based, people oriented dan people centered. Untuk itu, Kemenko 

Polhukam akan berkomitmen mengimplementasikan langkah aksi pada 

APSC Blue print 2025 yang mana di dalamnya  terdapat 290 langkah 

aksi.  

 

c. Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang 

ditindaklanjuti 

Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang 
ditindaklanjuti ialah: 

1. Pertemuan Sub-regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross 

Border Terrorism (SRM on FTF &CBT). 

Pertemuan SRM on FTF & CBT dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 

2017 oleh Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Kejaksaan Agung 

Australia dan K/L terkait di Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan ini 

merupakan tindaklanjut  hasil IMCT dan Indonesia-Australia Ministerial 

Council on Law and Security ke-2 antara Menko Polhukam dengan Jaksa 

Agung Australia di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017. Pertemuan 

diadakan sebagai bentuk antisipasi meningkatnya pergerakan FTF 
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berafiliasi dengan ISIS ke kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah 

laut Sulu dan Laut Sulawesi.  Pertemuan menghasilkan joint statement 

yang memuat langkah-langkah dalam penanggulangan terorisme 

khususnya FTF dan CBT antara lain peningkatan kerjasama dengan 

masyarakat madani; peningkatan kerjasama antara financial intelligence 

units (FIU), termasuk melakui KTT dan peran sektor swasta untuk 

menanggulangi pendanaan terorisme; penguatan peran perempuan; 

pentingnya pendidikan; pembangunan ekonomi; pengelolaan penjara; 

peningkatan program deradikalisasi; dan penyusunan narasi untuk 

menanggulangi propaganda dari kelompok/pelaku terorisme. Sebagai 

tindaklanjut, working group dengan basis di Jakarta yang beranggotakan 

perwakilan pejabat senior dari 6 negara peserta SRM antara lain 

Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Selandia 

Baru telah mengadakan pertemuan rutin untuk melaksanakan langkah-

langkah yang diamanatkan dalam hasil joint statement dimaksud. 

2. Pertemuan Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security 

(IAMCLS) 

Pertemuan IAMCLS merupakan pertemuan bilateral antara Menko 

Polhukam dengan Jaksa Agung Australia yang diadakan sebagai upaya 

konkrit untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang politik, 

hukum dan keamanan khususnya bidang penanggulangan terorisme, 

intelijen dan cyber security. Pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 4 

(empat) kali sejak tahun 2015. Pertemuan ke-4 dilaksanakan di 

Brisbane, Australia pada tanggal 25-26 November 2017, dan 

menghasilkan beberapa kesepakatan yang dimuat dalam sebuah joint 

statement antara lain peningkatan kerjasama dibidang hukum dan 

keamanan RI – Australia; kesiapan memberatas ancaman terorisme 

regional dan sub-regional; penguatan kerjasama penanggulangan 

kejahatan pembiayaan terorisme; serta penguatan kerjasama 

penegakkan hukum. 
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3. Forum Konsultasi Bilateral Menko Polhukam dengan State Councilor 

RRT. 

Pertemuan Forum Konsultasi Bilateral Menko Polhukam dengan 

State Councilor RRT yang bertujuan meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi kerjasama di bidang politik, hukum dan keamanan kedua 

negara. Pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. 

Pertemuan ke-6 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 di Beijing, 

RRT dan menghasilkan beberapa kesepakan antara lain peningkatan 

hubungan bilateral RI – RRT; peningkatan kerjasama politik dan 

keamanan; penguatan kerjasama penanggulangan terorisme; 

peningkatan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan narkoba; 

penguatan kerjasama keamanan siber; penguatan kerjasama maritim; 

serta kerjasama antariksa. 

4. Kunjungan Kerja Khusus Menko Polhukam ke Myanmar pada tanggal 4-

5 Desember 2017 

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI mengenai 

upaya kerjasama counter terrorism dengan Myanmar. Dalam kunjungan 

kerja tersebut Menko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan 

Pemerintah Myanmar untuk mengembangkan kerjasama bilateral 

menghadapi ancaman gerakan ekstrimisme,radikalisme, dan terorisme di 

Myanmar. Kunjungan ditindaklanjuti dengan pertemuan Menko 

Polhukam dengan National Security Adviser Myanmar di Jakarta pada 

tanggal 8 Desember 2017 serta Rapat Koordinasi Terbatas antara 

Kemenko Polhukam dengan Kemlu, Polri dan BNPT dalam rangka 

mendiskusikan kerjasama konkrit yang dapat dilaksanakan RI dengan 

Myanmar, khususnya dalam bidang capacity building. Program 

kerjasama ini akan dilaksanakan pada tahun 2018. 

5. Kerjasama Bidang Keamanan yang diimplikasikan  melalui Pertemuan 

Konsultasi Bilateral Bidang Keamanan antara Kemenko Polhukam 

dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia yang 
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diselenggarakan setiap tahunnya. 

6. Kerjasama bidang Counter Terrorism RI – Turki yang ditindaklanjuti 

melalui RPTM tanggal 16 Oktober 2017 mengenai tindaklanjut hasil 

kunjungan Presiden ke Turki, sebagai tindaklanjut dari hasil RPTM 

tersebut, telah dibuat surat rekomendasi kepada Presiden perihal 

pendeportasian Warga Negara Turki yang telah dicabut paspornya oleh 

Pemerintah Turki (karena diduga sebagai anggota kelompok teroris 

FETO). 

7. Kerjasama dengan Amerika Serikat dalam pengiriman sejumlah relawan 

Peace Corps ke Jawa Timur, Jawa Barat, serta NTT untuk bertugas 

mendampingi guru bahasa Inggris setempat dalam memberikan 

pengajaran Bahasa Inggris. 

8. Konsultasi Bilateral Khusus membahas International Information Security 

(IIS), yang merupakan pertemuan konsultasi bilateral yang diketua oleh 

pejabat setingkat Dirjen (Eselon I). Konsultasi bilateral khusus IIS yang 

pertama diselenggarakan di Jakarta, dengan Kemenko Polhukam sebagai 

tuan rumahnya. Konsultasi Bilateral terebut menghasilkan adalah 

Counter Draft Mou serta Joint Statement yang telah disusun oleh 

Kemenko Polhukam bersama K/L teknis lainnya pada bulan November 

2017. Sebagai tindaklanjut konsultasi bilateral tersebut, rencananya 

konsultasi bilateral khusus mengenai IIS yang ke 2 akan 

diselenggarakan di Rusia pada semester pertama tahun 2018 

9. Ratifikasi ASEAN Concention Against Trafficking in Person Especially 

Women and Children melalui UU Nomor  12 Tahun 2017. 

10. Pertemuan Deputi II Pollugri dengan Mr.Richard Maude, Head of 

Foreign Policy White Paper Taskforce pada tanggal 17 Januari 2017. 

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia saat 

ini sedang menyusun sebuah Buku Putih tentang Kebijakan Luar Negeri 

Australia (Foreign Policy White Paper). Buku putih akan diterbitkan 

menjadi sebuah dokumen public. Buku putih tetap akan menekankan 
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pentingnya komitmen Australia terhadap hubungan bilateral dengan 

Indonesia dan negara-negara lain di kawasan.Di kalangan masyarakat 

Australia yang tercatat masih memiliki pandangan negative terhadap 

Indonesia. 

Berdasarkan Indikator Kinerja presentasi  kerjasama luar negeri 

Indonesia dengan negara lain yang ditindaklanjuti dan berdampak 

terhadap Indonesia realisasinya telah mencapai 100 % (melampaui 

target). Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan dengan 

melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi 

Kemenko Polhukam melalui rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja dan 

Forum Group Discussion selama Tahun 2017. 

 

d. Jumlah RPerpres tentang Penguatan Bela Negara  

Mengantisipasi berbagai macam ancaman yang dihadapi bangsa, 

diperlukan upaya Bela Negara. Dalam rangka upaya Pemantapan Bela 

Negara, Presiden telah menugaskan Menko Polhukam untuk menyusun 

konsep Pemantapan Bela Negara. Menindaklanjuti arahan Bapak 

Presiden tersebut, Menko Polhukam menugaskan kepada Deputi VI 

Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa untuk menyusun secara 

komprehensif konsep tentang Pemantapan Bela Negara dimaksud. 

Melalui rapat-rapat koordinasi dengan K/L terkait, telah 

dihasilkan konsep Pemantapan Bela Negara, dengan beberapa catatan 

pokok diantaranya: 

- Disadari bersama bahwa ditengah berbagai tantangan dan ancaman 

dari dalam dan luar negeri serta perubahan lingkungan strategis, 

bangsa Indonesia perlu memperkuat jatidiri bangsa melalui upaya 

Pemantapan Bela Negara melalui kebijakan negara yang dilakukan 

secara total (massif).  

- Selama ini pelaksanaan kegiatan Pemantapan Bela Negara telah 

dilakukan oleh berbagai K/L terkait, namun masih bersifat parsial 
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dan belum terkoordinasi dengan baik. Disamping itu, metodologi, 

materi dalam bentuk modul dan bahan ajar belum terstandarisasi 

dan belum menyentuh seluruh segmen masyarakat. 

- Kurikulum belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, 

maupun dengan berbagai keberagaman dan kearifan lokal di 

daerah. 

- Upaya Pemantapan Bela Negara harus menciptakan suasana serba 

bela negara. 

- Perlu disusun dasar hukum tentang pemantapan bela negara. 

- Diupayakan tidak membentuk lembaga baru, melainkan 

merevitalisasi lembaga yang sudah ada (Dewan Ketahanan 

Nasional/Wantannas) yang didasari dengan Perpres. 

Pada kesempatan Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 19 

Desember 2016, Menko Polhukam telah memaparkan konsep tentang 

Pemantapan Bela Negara dan Bapak Presiden pada prinsipnya 

menyetujui untuk ditindaklanjuti, dengan tidak membentuk 

Badan/Lembaga baru dan memberdayakan Lembaga yang sudah ada, 

dalam hal ini melalui revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional 

(Wantannas) untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemantapan Bela 

Negara.  

Pada Sidang Kabinet 4 Januari 2017, Bapak Menko Polhukam 

kembali menegaskan bahwa agenda Pemantapan Bela Negara melalui 

revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi salah satu prioritas 

program bidang polhukam pada tahun 2017. Proses Revitalisasi 

Wantannas tersebut akan dituangkan dan diatur dalam bentuk regulasi 

berupa Peraturan Presiden (Perpres). 

Setelah melalui pembahasan dan penyusunan oleh tim, konsep 

Rancangan Perpres tentang Revitalisasi Wantannas tersebut telah 

dipaparkan pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 18 

Februari 2017 dan pada dasarnya para peserta Rapat sepakat untuk 
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meneruskan pembahasan RPerpres tersebut.  

Menindaklanjuti Rapat tersebut, dalam rangka mempersiapkan 

struktur Wantannas dalam melaksanakan Pemantapan Bela Negara, 

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian VI/Kesbang pada tanggal 21 

Februari 2017 juga telah melaksanakan FGD dengan tema,  

“Terwujudnya Struktur Organisasi Wantannas yang Efektif dan Efisien 

untuk Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian 

Terhadap Kementerian/Lembaga dalam Pembinaan Bela Negara”. 

Setelah melalui berbagai pembahasan, Kemenko Polhukam 

melalui Sesmenko Polhukam telah mengirim surat dengan nomor B-

701/Kemenko/ Polhukam/Ses/KB.00.1/5/2017 tanggal 10 Mei 2017 

perihal Penyusunan RPerpres Revitalisasi Wantannas, dengan dilampiri 

konsep RPerpres tentang Dewan Ketahanan Nasional. Surat tersebut 

ditujukan kepada SesjenWantannas, Deputi Per-UU Kemensetneg, 

Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Per-UU 

Kemenkumham, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 

Kemenpan RB, dan Deputi Bidang Polhukam Setkab.  

Menindaklanjuti Surat tersebut pada tanggal 14 Juni 2017 telah 

dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I membahas RPerpres 

tentang Wantannas dan telah menghasilkan Draft RPerpres yang telah 

dibubuhi paraf oleh para peserta Rapat dari Kemenko Polhukam, 

Wantannas, Kemenkeu, KemenpanRB, Kemenkumham, dan Setkab, 

namun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan harmonisasi.  

Guna mempercepat proses penyelesaian RPerpres Revitalisasi 

Wantannas, Kemenko Polhukam melalui Sesmenko Polhukam telah 

berkirim Surat kepada Menkumham Nomor: B-

901/Kemenko/Polhukam/Ses/KB.00.1/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 

perihal Penyelesaian RPerpres tentang Wantannas (harmonisasi di 

Kemenkumham). Menindaklanjuti surat tersebut, Kemenkumham telah 

beberapa kali mengadakan rapat harmonisasi dan pada akhirnya telah 
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dihasilkan konsep yang bulat yang disampaikan oleh Menkumham 

kepada Menko Polhukam dengan surat Nomor: PPE.PP.02.03-1051 

tanggal 26 Juli 2017 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisan, 

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPerpres tentang Wantannas. 

Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dengan 

mengirimkan surat kepada Presiden melalui Mensesneg dengan surat 

Nomor: B-164/Menko/Polhukam/De-III/HK.00.00.1/8/2017 tanggal 

31 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisan, 

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPerpres tentang Wantannas. 

 

 
Gambar III.4 Surat Menko Polhukam perihal Penyampaian Hasil 

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rperpres tentang 

Wantanas 
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Selanjutnya, Kemensetneg telah mengirimkan konsep RPerpres 

tersebut untuk mendapatkan paraf persetujuan dari para Menteri 

terkait melalui Surat Mensesneg Nomor: B-901/M.Sesneg/D-

1/HK.03.00/09/2017 tanggal 22 September 2017. Dalam 

perkembangannya terdapat dua Menteri yang menyampaikan 

tanggapan yaitu: 

- Kementerian PAN dan RB melalui Surat Nomor 

B/518/M.KT.01/2017 tanggal 17 Oktober 2017, telah memberikan 

dan membubuhi paraf tetapi menyampaikan beberapa catatan 

untuk penyempurnaan RPerpres tersebut 

- Kementerian Pertahanan belum berkenan memberikan paraf 

persetujuan melalui Surat Nomor: B/1623/M/X/2017 tanggal 23 

Oktober 2017 mengingat substansi RPerpres tersebut dinilai 

bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara dan saat ini telah disusun RUU tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Nasional Pertahanan Negara yang salah satu substansinya 

mengatur mengenai bela negara. 

Sehubungan dengan itu, Kemensetneg telah mengirimkan surat 

kepada Menko Polhukam Nomor: B-1044/M.Sesneg/D-

1/HK.03.00/11/2017 perihal Penyampaian Kembali RPerpres tentang 

Wantannas. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemenko Polhukam 

telah melakukan upaya koordinasi melalui Rapat pada tanggal 30 

November 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 dengan dihadiri 

perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang hasilnya telah 

dilaporkan kepada Menko Polhukam dan masih memerlukan 

pembahasan guna penyempurnaan RPerpres dimaksud. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara umum pada 

tahun 2017, bahwa target terbitnya RPerpres tentang Pembinaan Bela 

Negara melalui revitalisasi Wantannas telah dapat dipenuhi 
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sebagaimana RPerpres terlampir, dan akan diupayakan untuk 

dituntaskan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan 

Kementerian/Lembaga terkait. 

 

2. Sasaran Strategis II : Terwujudnya Penegahan Hukum 

Pencapaian sasaran II yaitu Terwujudnya Penegakan Hukum yang  

diukur dengan menggunakan 2 (dua)  indikator kinerja utama sebagai alat 

ukurnya  yaitu (1) Indeks Perilaku Anti Korupsi; (2) Indeks Persepsi 

Korupsi.  Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut 

 

Tabel III.4 Capaian Sasaran II 

Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Terwujudnya 
Penegakan 
Hukum 

a) Indeks Perilaku 
Anti  Korupsi* 

b) Indeks Persepsi 
Korupsi* 

3,65 
 

38 
 

  
 
 

 

3,71 
 

37 
 
 

 
 

101,64% 
 

97,36% 
 
 

*Skor IPAK Tahun 2016,  dipublikasikan tahun 2017 
*Skor IPK Tahun 2016,  dipublikasikan tahun 2017 

 

a. Indeks Perilaku Anti Korupsi 

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator 

kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama skor Indeks Perilaku Anti 

Korupsi (IPAK) dengan target kinerja sebesar 3.65 dan realisasi Indeks 

Perilaku Anti Korupsi tahun 2017 sebesar 3.71 dengan hasil nilai 

capaian kinerja sasaran strategis sebesar 101.6%. Indikator Kinerja 

Utama Tahun 2017 dengan realisasi sebesar 3.71 jika dibandingkan 

dengan Indikator Kinerja Tahun 2015 sebesar 3.59 mengalami 

kenaikan sebesar 0.12 point. 
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Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah untuk memperoleh 

gambaran secara lengkap mengenai sejauh mana budaya zero tolerance 

terhadap perilaku korupsi yang ada dalam setiap individu dilihat dari 

pendapat, pengetahuan, perilaku dan pengalaman. Nilai IPAK yang 

semakin mendekati lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku 

semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya zero tolerance 

terhadap korupsi melekat dan terwujud dalam perilaku masyarakat. 

Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan 

bahwa masyarakat berprilaku permisif terhadap korupsi. 

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) didapat dari hasil survey 

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang 

dikumpulkan mencakup dua hal. Pertama, penilaian masyarakat 

terhadap kebiasaan korupsi. Data itu menghasilkan indeks persepsi 

antikorupsi. Kedua, pengalaman langsung pada 10 jenis pelayanan 

publik yang menyangkut penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Data 

tersebut menghasilkan indeks pengalaman antikorupsi.  

Survei Perilaku Anti Korupsi atau disingkat dengan SPAK 

ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap 

perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi 

(IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang 

dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat 

dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal 

perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme 

(nepotism).  

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran sikap responden terhadap praktek korupsi 

sehari-hari atau yang disebut petty corruption yang ada di masyarakat. 

Selain pemerintah, unsur masyarakat sipil seperti akademisi dan LSM 

juga terlibat dalam penyusunan SPAK. Kegiatan SPAK ini dilaksanakan 

di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota dari 
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33 provinsi dengan jumlah sampel keseluruhan 10.000 rumah tangga. 

Survei mencakup pemahaman dan pengalaman masyarakat berurusan 

dengan layanan publik terkait dengan tindakan penyuapan, pemerasan, 

dan nepotisme. 

IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika 

perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2017 sebesar 3,7 

dalam skala 0 sampai 5. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan 

perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai 

IPAK selama ini termasuk dalam kategori “Anti Korupsi”. Kategorisasi 

nilai indeks adalah : 0–1,25 termasuk dalam kategori “Sangat Permisif 

Terhadap Korupsi”, nilai 1,26–2,50 termasuk dalam kategori “Permisif”, 

nilai 2,51–3,75 termasuk dalam kategori “Anti Korupsi”, dan nilai 3,76– 

5,00 termasuk dalam kategori “Sangat Anti Korupsi”. Pemerintah secara 

aktif terus berupaya mengendalikan bahkan menghilangkan budaya 

koruptif didalam dirinya dan masyarakat Indonesia. Tahun 2017 

perilaku anti korupsi sudah masuk dalam kategori “Anti Korupsi”. 

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 

melalui Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 

Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017. Adapun 

strategi yang terdapat dalam Stranas PPK di implementasikan melalui 

berbagai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) oleh 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hingga Tahun 2011- 

2017 telah dilaksanakan Aksi PPK dimana Jumlah Kementerian 

Lembaga dan Pemerintah Daerah semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Adapun titik berat strategi pencegahan dan pemberantasan 

korupsi berbeda-beda dalam Aksi PPK setiap tahunnya. 

Dalam membantu tercapainya strategi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi Kemenko Polhukam sudah membuat dokumen 

strategi komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan sudah 
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dilakukan assestment serta sosialisasi pendidikan budaya anti korupsi 

di lingkungan Kemenko Polhukam. Untuk mendapatkan Indeks 

Perilaku Anti Korupsi, Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Badan 

Pusat Statistik sebagai pelaksana hasil survey  perilaku anti korupsi. 

Adapun langkah untuk meningkatkan skor Indeks Prilaku Anti 

Korupsi adalah dengan mengadakan Pelatihan Penerapan Restorative 

Justoce Dalam Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Asset 

Recovery. Konsep utama dari perwujudan keadilan restoratif adalah 

untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti 

sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak 

pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara 

untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak 

pidana korupsi maka salah satu cara untuk memulihkan kerugian 

keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. 

 

 
Gambar III.5 Pelaksanaan Pelatihan Restorative Justice 

Penyelesaian perkara korupsi melalui out of court settlement, 

harus terhadap perkara-perkara yang kerugian keuangan negaranya 

“kecil“ dengan parameter kerugian keuangan negara yang besarnya 
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sama dengan biaya operasional penanganan perkara tersebut sejak 

tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi, sehingga penanganan 

perkara korupsi diarahkan kepada kasus yang “big fish” dan “still going 

on” 

Peningkatan Pemahaman antar pemangku kepentingan terutama 

aparat penegak hukum di daerah tentang upaya penegakan hukum 

terhadap tindak pidana korupsi dengan mengedepankan konsep 

restorative justice melalui penyelesaian out of court settement yang 

mengutamakan asset recovery, yang hasilnya dapat mendorong 

pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. 

Dengan adanya Pelatihan Penerapan Restorative Justice Dalam 

Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Asset Recovery 

diharapkan dapat menunjang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 

IPAK sendiri memiliki dua aspek penilaian, yaitu aspek persepsi 

dan dan aspek pengalaman. Pelatihan Penerapan Restorative Justice 

dapat meningkatkan aspek persepsi masyarakat khususnya penegak 

hukum dalam menegakan dan menyelesaikan kasus korupsi. 

 

Tabel III.5 Capaian Skor Indeks Prilaku Anti Korupsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tahun Skor 

1 2015 3.59 

2 2016 n/a 

3 2017 3,71 
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Grafik III.5 Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi 

 

Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2017 naik sebesar 0.12 

dibandingkan indeks perilaku anti korupsi 2015 dari 3,59 menjadi 

3,71. Hal tersebut dikarenakan semakin sadar masyarakat akan 

bahaya korupsi yang membuktikan bahwa semakin anti korupsi. 

Indeks Perilaku Anti Korupsi berdasarkan tabel diatas yang 

dibandingkan adalah pada Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2015 

dan Tahun 2017 sedangkan untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi Pada 

Tahun 2016 tidak mendapatkan skor dikarenakan tidak dilakukan 

survey pada tahun 2016.  

"Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia yang dirilis tahun 2017 

sebesar 3,71 dari skala nol sampai lima. Ini membuktikan bahwa 

Indonesia cenderung sudah anti korupsi,". Survei yang sudah 

dilakukan sejak 2012 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

dan di 2019 ditargetkan mencapai angka 4. Dalam penyusunan IPAK 

ini, komposisinya disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan 

pengalaman.  
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Pada Tahun 2017, baik indeks persepsi maupun indeks 

pengalaman mengalami peningkatan. Indeks anti korupsi masyarakat 

perkotaan cenderung lebih tinggi sebesar 3,86 dibanding masyarakat 

pedesaan sebesar 3,53. Semakin tinggi pendidikan mereka, maka 

masyarakat semakin anti terhadap korupsi. Selain itu, semakin tua 

usia seseorang maka semakin permisif terhadap korupsi. Berbeda 

dengan generasi muda yang masih keras menentang korupsi. "Semakin 

tua semakin permisif terhadap korupsi, yang muda-muda lebih anti 

korupsi dan idealis,"  

Solusi kedepan agar Indeks Perilaku Anti Korupsi semakin 

meningkat adalah dengan terus mensosialisasikan kepada masyarakat 

tentang Anti Korupsi, dan agar dapat memanfaatkan teknologi 

informasi untuk pelayanan publik, mempublikasikan Rencana Umum 

Pengadaan dan memperkuat penggunaan system Pengadaan Barang 

dan Jasa secara Elektronik, serta publikasi secara intens terhadap 

penanganan perkara korupsi di pengadilan. 

 

b. Indeks Persepsi Korupsi 

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator 

kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama skor Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) dengan target kinerja sebesar 38 dan realisasi sebesar 37 

dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 97%. 

Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dengan realisasi Skor Indeks 

sebesar 37 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2015 

Skor Indeks sebesar 36 mengalami kenaikan sebesar 1 point. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik yang berupa 

pencegahan maupun pemberantasan. Dalam rangka mempercepat 

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 
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2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka 

panjang tahun 2012-2025.  

Dalam rangka mengukur tingkat korupsi di suatu negara, 

Transparency International telah memiliki indikator yang dikenal 

dengan nama Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu indeks yang 

mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu 

daerah IPK merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi 

pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi disektor publik, yaitu 

korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan 

politisi. Adapun tujuan dari IPK ialah untuk mengukur Indeks Persepsi 

Korupsi yang akan menggambarkan tingkat korupsi pada level kota 

berdasarkan persepsi pelaku usaha, Mengukur kualitas pelayanan 

publik yang diberikan oleh institusi publik kepada para pelaku usaha 

melalui Indeks Pelayanan/ Service Performance Index (SPI) dan 

Mengukur intensitas korupsi di institusi publik dalam hubungannya 

dengan pelaku usaha, dalam kegiatan pelayanan publik dan 

memperoleh kontrak bisnis dengan lembaga pemerintah 

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena terjadi di 

semua bidang kehidupan dan dilakukan secara sistematis, sehingga 

sulit untuk memberantasnya. Oleh sebab itu berbagai usaha telah 

dilakukan pemerintah baik reformasi hukum, pembangunan system 

hukum yang mumpuni dan penegakan hukum yang tegas. Indonesia 

menunjukkan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, 

namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan 

hukum dan politik. Tanpa kepastian hukum dan pengurangan 

penyalahgunaan kewenangan politik, kepercayaan publik terhadap 

pemerintah akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di 

Indonesia.  

Usaha yang dilakukan dalam penurunan tingkat korupsi oleh 
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pemerintah telah membuahkan hasil walaupun tidak terlihat secara 

signifikan. Pada Tahun 2017 ini Indonesia secara konsisten 

menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di 

sektor publik. Konsistensi pembenahan di sektor publik tersebut tidak 

akan segera membuahkan hasil jika tidak dibarengi dengan langkah-

langkah nyata semua pihak untuk mendorong penguatan integritas 

bisnis di dunia usaha/swasta. Pengalaman di berbagai negara 

menunjukkan bahwa, kombinasi strategi ini  akan mempercepat 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan iklim usaha yang kondusif.  

Dengan demikian, diharapkan dua sampai empat tahun ke depan, 

Indonesia bisa segera duduk di anak tangga yang sejajar dengan 

negara-negara lain  yang memiliki skor CPI sama atau di atas  rerata 

regional dan global. Masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara 

G20, juga harus dijadikan momentum pembenahan tersebut. Demikian 

temuan dan rekomendasi  utama Transparency International (TI) dalam 

Corruption Perception Index (CPI) 2017 yang diluncurkan secara global.  

 
Tabel III.6 capaian dari Kenaikan Skor Indeks Persepsi Korupsi  

yang dirilis 3 tahun terakhir 
 

No Tahun Tahun rilis Skor 

1 2014 2015 34 

2 2015 2016 36 

3 2016 2017 37 

 

 

Kenaikan skor indeks persepsi korupsi tersebut dapat terlihat 

jelas pada grafik berikut: 
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Grafik III.6 Skor Indeks Persepsi Korupsi 

 

"Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2016 yang 

dirilis tahun 2017 meningkat tipis satu poin sebesar 37 dibandingkan 

skor indeks persepsi korupsi 2015 yang dirilis Tahun 2016 sebesar 36 

serta meningkat 2 (dua) point sebesar 34 jika dibandingkan dengan 

skor Indeks persepsi korupsi tahun 2014 yang dirilis pada tahun 2015. 

Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan 

sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. 

Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif 

pemberantasan korupsi di Indonesia.  

Rumus kenaikan skor CPI 2017 adalah 3-2-3. Artinya, 3 sumber  

data penyusun CPI yang mengalami kenaikan, 2 sumber  mengalami 

stagnasi, dan 3 sumber mengalami penurunan. Peningkatan skor CPI 

2017, disumbangkan oleh paket debirokratisasi (penyederhanaan 

layanan perizinan, perpajakan, bongkar muat, dll ), pembentukan 

satgas antikorupsi lintas lembaga (Stranas PPK, Saber Pungli, dan 

reformasi hukum, dll ) yang dinilai efektif menurunkan prevalensi 

korupsi.  

Kemenko Polhukam yang pada hal ini berperan sebagai 
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Koordinator dalam mendorong meningkatkan Skor Indeks Persepsi 

Korupsi telah melaksanakan beberapa langkah koordinasi antara lain: 

a. Kemenko Polhukam telah membuat Timdu Tipikor Tahun 2017 

melalui Kep Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 6 

Desember 2016 tentang Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana 

dan Aset dalam perkara Tindak Pidana. Dalam tim yang 

beranggotakan Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkum 

HAM, Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri dan PPATK dalam hal 

ini yang bertindak sebagai ketua adalah Wakil Jaksa Agung RI. 

Timdu Tipikor bertugas 1) menghimpun keterangan, fakta dan data 

informasi dari berbagai sumber mengenai tindak pidana terkait 

keuangan yang dapat dirampas untuk negara. Keterangan, fakta dan 

data informasi sebagai bahan masukan untuk mengetahui tempat 

keberadaan tersangka terpidana yang telah ditangkap di dalam 

maupun luar negeri, dan asset dalam perkara tindak pidana baik 

didalam negeri maupun luar negeri. 2) menyerahkan terpidana dan 

tersangka yang telah ditangkap kepada aparat penegak hukum yang 

berwenang guna pelaksanaan eksekusi bagi yang telah berstatus 

terpidana atau dilakukan penyidikan hingga proses peradilan bagi 

berstatus tersangka. 3) menyerahkan data dan informasi mengenai 

asset dalam perkara tindak pidana hasil penelusuran Timdu kepada 

instansi penegak hukum untuk dilakukan upaya penyelamatan 

asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) mendorong upaya 

gugatan perdata untuk mengoptimalkan penyelamatan kerugian 

negara.  

Timdu dilakukan secara sinergis antara Lembaga terkait yang 

bertugas selain mencari terpidana dan tersangka tindak pidana yang 

melarikan diri keluar negeri juga mempunyai tanggung jawab untuk 

menyelamatkan atau mengembalikan asset hasil tindak pidana 
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dalam rangka mengembalikan kerugian negara. 

Berikut adalah data rekapitulasi yang menjadi sasaran / 

target Tim Terpadu baik berstatus tersangka/terpidana: 

 

Tabel III.7 Target Tim Terpadu baik berstatus tersangka/terpidana 

 

 STATUS JUMLAH 

1 Terpidana (Korupsi) 12 

2 Terpidana (Illegal Logging) 1 

3 Terpidana (Perbankan) 1 

4 Tersangka Korupsi 8 

5 Tersangka 1 

 Total 23 

 

 

 

 
Grafik III.7 Jumlah Status dari Kasus 

 

Terlihat dari tabel dan grafik tersebut diatas bahwa terpidana 
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dan tersangka korupsi menempati tempat paling teratas dengan 

status kasus terpidana/ tersangka korupsi. 

Dari data tersebut capaian yang telah dilakukan oleh Tim 

Terpadu Terpidana/ Tersangka Korupsi pada tahun 2017 antara 

lain: 

1) Berhasil menangkap dan memulangkan 1 buronan berstatus 

terpidana dalam 5 (lima) perkara Tipikor dari Malaysia ke 

Indonesia a.n dr. Bagoes s, Sp. Jp dimana total pidana penjara 

yang harus dijalani adalah 28.5 Tahun. 

2) Proses pelaksanaan putusan perkara Yayasan Supersemar dan 

langkah-langkah pemulihan asset-aset dalam perkara tindak 

pidana antara lain perkara a.n Hendra Rahardja, Adrian 

Waworuntu, dst. 

 

Dalam pencapaian tersebut diatas terdapat kendala yang 

dihadapi oleh Tim Terpadu Tipikor antara lain adanya perbedaan 

sistem hukum dan prinsip kedaulatan suatu negara, Para buronan 

dengan menggunakan kepiawaiannya dan kemampuan inteektual 

serta kemampuan ekonominya berupaya menghindar dari kejaran 

Timdu dengan melakukan perpindahan dari satu negara ke negara 

lainnya, adanya upaya buronan beralih kewarganegaraan dari WNI 

ke Warga Negara di Negara yang bersangkutan sehingga hal tersebut 

lebih mempersulit penangkapan, belum adanya payung hukum 

berupa Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters antara 

Indonesia dengan beberapa begara dimana para 

tersangka/terpidana berada termasuk juga tersimpanya asset milik 

tersangka/terpidana, belum adanya perjanjian ekstradisi antara 

Indonesia dengan Negara dimana terpidana berada dan adanya 

perlawanan pihak-pihak yang akan diambil asetnya melalui gugatan 

Arbitrase Internasional serta ketatnya peraturan perbankan dan 
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sistem finansial suatu negara. 

b. Selain itu dalam rangka meningkatkan nilai indeksi persepsi korupsi 

adalah dengan melaksanakan rencana aksi dari Inpres Nomor 10 

Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 

tahun 2016-2017 berupa percepatan pelaksanaan Nota Kesepakatan 

terkait upaya pengembangan database penanganan perkara secara 

terpadu dengan ukuran keberhasilan dijalankannya road map 

pengembangan database penanganan perkara secara terpadu, SPPT 

IT tersebut merupakan amanat RPJMN 2015-2019 dan telah 

menjadi hal yang diperhatikan oleh Presiden karena tujuan dari 

SPPT IT adalah untuk meningkatkan kualitas penegak hukum serta 

mengembalikan kepercayaan masyarakat pada system peradilan. 

Aplikasi MANTRA akan mengintegrasikan data yang ada di system 

dan data yang ada di Pusat akan diamankan dengan system yang 

dikembangkan oleh LSN dan KSP. Dalam SPPT IT, Satker tidak lagi 

membuat system sendiri-sendiri, Satker hanya menginput data 

seperti biasa. K/L harus menginput data secara lengkap, benar dan 

terverifikasi, melakukan identifikasi permasalahan selama plotting, 

melaksanakan supporting teknis terhadap pelaksanaan pertukaran 

data. 

c. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dalam hal ini Kemenko 

Polhukam telah melaksanakan 

penandatanganan Pedoman 

Kerja SPPT IT pada tanggal 13 

Maret 2017. 

 Gambar III.6 Konferensi Pers 
Menko Polhukam terkait 
Launching Aplikasi MANTRA 
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Gambar III.7. Penandatanganan 
MoU Database SPPT IT 

Penandatanganan Pedoman Kerja 

Bersama Pelaksanaan Sistem. 

Database Penanganan Perkara 

secara terpadu berbasis teknologi 

informasi dilakukan oleh 8 

(delapan) Eselon I dari Perwakilan 

Instansi yaitu Kemenko Polhukam , 

Mahkamah Agung, Kejaksaan 

Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kemenkominfo, 

dan  Badan Sandi dan Siber Nasional, beserta launching system 

aplikasi MANTRA yang terintegrasi. 

Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan pelatihan dan 

sosialisasi pengembangan sistem database penanganan perkara 

tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi di lima 

pilot project yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, 

Jawa Timur dan DKI Jakarta. Dengan adanya pelatihan tersebut 

Kemenko Polhukam dapat mendorong K/L terkait untuk lebih aktif 

pada jajaran daerah untuk menginput data-data yang akan 

dipertukaran di Pusat, Kemenko Polhukam dapat ikut aktif dalam 

mengoordinasikan dan mengawasi perkembangan pertukaran data-

data yang disetujui oleh K/L dan Kemenko Polhukam dapat 

melaksanakan evaluasi terhadap satker di daerah yang dijadikan 

percontohan, guna melihat perkembangan dan pelaksnaan 

sosialisasi yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan sosialisasi 

dan pelatihan pada 5 daerah Pilot Project capaian Kemenko 

Polhukam telah melaksanakan integrasi data antara Kejaksaan, 

Mahkamah Agung, Ditjen PAS dan Kepolisian RI. 

Langkah kedepan untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi 

Korupsi adalah menyiapkan paket kebijakan hukum. Paket 

kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum 
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dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 

Paket kebijakan hukum kini tengah dibahas instrumen apa saja 

yang menjadi fokus. Mulai dari penegakan hukum hingga perbaikan 

terhadap aparat hukum. Untuk menyempurnakan paket kebijakan 

hukum, berbagai diskusi dan kajian masih terus dilakukan.  

 

3. Sasaran Stategis III: Terciptanya Stabilitas Pertahanan dan 

Keamanan 

Pencapaian sasaran III yaitu terciptanya stabilitas pertahanan 

dan keamanan yang diukur dengan menggunakan 2 (dua)  indikator 

kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Pemenuhan Minimum 

Essential Forces (MEF) TNI; (2) Penyelesaian Kasus tindak Pidana.  

Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut 

 

Tabel III.8  Capaian Sasaran III 
 Terwujudnya Stabilitas Keamanan 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Terwujudnya 
stabilitas 
pertahanan dan 
keamanan 

a) Pemenuhan 
Minimum 
Essential Forces 
(MEF) 

b)  Penyelesaian 
Kasus tindak 
Pidana 

43,7% 
 
 
 

70% 
 
 

 

58,46% 
 
 
 

58% 
 
 
 

133,77% 
 
 
 

82,86% 

 

a. Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF) 

Terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut 

diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu 

”Pemerintahan Negara” yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 
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umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Pada dasarnya pertahanan negara bertujuan untuk 

menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI 

dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Oleh 

karena itu, pertahanan sebagai salah satu fungsi pemerintahan harus 

dikelola sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan nasional dan 

mendukung kebijakan nasional bidang pertahanan. Setiap negara di 

dunia dapat dipastikan akan membangun kekuatan militer (angkatan 

bersenjatanya) untuk sesuatu tujuan yang jelas. Tujuan yang dimaksud 

adalah untuk mengamankan dan untuk mencapai kepentingan 

nasional negara masing-masing. Keamanan dalam hal ini diwujudkan 

dalam bentuk kekuatan pertahanan. Pertahanan negara pada 

hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta 

bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sistem 

pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan 

didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. 

Bila dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia dan 

berkembangnya dinamika ancaman pertahanan dan keamanan maka 

postur kekuatan TNI yang dimiliki saat ini merupakan risiko yang 

sangat besar bagi terwujudnya kedaulatan dan pertahanan negara. 

Disamping itu, berdasarkan perkembangan lingkungan strategis 

dimana secara geografis Indonesia terletak di persilangan dunia antara 

dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Atlantik dan Hindia) 

yang rawan terhadap masuknya ancaman yang datang dari dalam 

maupun luar negeri. Ancaman dapat dicegah dengan meningkatkan 

daya tangkal pada sistem pertahanan negara. Dengan kondisi keuangan 

negara yang terbatas, Pemerintah RI telah menetapkan kebijakan 

bahwa kekuatan pertahanan yang akan dibangun adalah Minimum 
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Essential Force (MEF). 

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menetapkan 

bahwa postur pertahanan tahun 2010-2029 diarahkan untuk 

membangun kekuatan yang bertaraf “Minimun Essential Force” (MEF). 

Force atau kekuatan disini mempunyai makna pada jumlah alat utama 

sistem senjata (Alutsista) TNI termasuk personelnya serta 

pendukungnya dari ketiga Angkatan Darat, Laut dan Udara. Adapun 

Minimum Essential Force  (MEF) didefinisikan sebagai suatu standar 

kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai 

prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya tugas pokok dan 

fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.  

Akselerasi pembangunan MEF tidak hanya mempertimbangkan 

aspek alutsista semata, namun lebih didasarkan atas penyelarasan 

antara doktrin dengan alutsista yang akan diakuisisi oleh kekuatan 

pertahanan. Secara berkelanjutan, pembangunan MEF akan lebih 

difokuskan untuk meningkatkan daya gentar (deterrent effect) agar 

kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang siginifikan 

bagi peningkatan posisi tawar Indonesia. 

Pencapaian realisasi dari Skala Minimum Essential Forces (MEF) 

TNI tahun 2016 sebesar 50,45%, tahun 2017 sebesar 58,46% 

dibandingkan dengan target IKU di Kemenko Polhukam yaitu sebesar 

43,67%, maka capaian yang dihasilkan sebesar 133,77%. Nilai MEF ini 

dapat dijadikan analisis pemerintah sejauh mana pemerintah siap 

menghadapi dinamika yang terjadi antar negara terutama negara yang 

berbatasan langsung dengan Indonesia yang rentan terjadinya konflik. 

Dinamika hubungan antar negara dalam mengamankan kepentingan 

nasionalnya tidak jarang berbenturan dengan kepentingan nasional 

negara lainnya. Ketegangan tersebut terkadang dapat diselesaikan 

secara damai melalui jalur diplomatik maupun dengan jalur militer. 

Situasi dan dinamika hubungan antar negara berbasis pada 
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kepentingan nasional masing-masing melahirkan situasi mengancam 

dan diancam. Untuk memperkuat posisi tawar secara diplomatik maka 

kekuatan militer, dalam hal modernisasi dan kemandirian alutsista TNI, 

adalah satu faktor penunjang sehingga dapat memberikan detterence 

effect (efek penggentar) kepada negara-negara lain. 

Terdapat 3 sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, 

kemampuan, dan kerja sama pertahanan yaitu:  

a. Terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan.  

Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, 

saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam 

membangun dirinya menuju kemandirian industri. Hal tersebut 

dapat dilihat dari banyaknya joint production bersama industri 

pertahanan luar negeri, program Transfer of Technology (ToT) telah 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

b. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan 

profesionalisme prajurit. 

Peningkatan kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan 

profesionalisme prajurit dilakukan dengan membangun 

kesejahteraan prajurit TNI melalui pemenuhan fasilitas perumahan 

yang menjadi sasaran prioritas dalam upaya mewujudkan 

profesionalisme prajurit. Sejauh ini telah dilakukan upaya-upaya 

pemenuhan yang melibatkan Bappenas, Kementerian PUPR, 

Kemhan dan Mabes TNI serta Mabes Angkatan; serta 

c. Dalam rangka mengantisìpasi perkembangan situasi baik yang 

bersifat internasional, regional maupun nasional, maka TNI telah 

menyusun strategi pembangunan kekuatan Postur TNI yang saat 

ini implementasinya diselenggarakan melalui kebijakan 

pembangunan  MEF TNl yang dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015 tentang MEF (Minimum 

Essential Force) TNI. 
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Berikut adalah capaian kinerja pada indikator tercapainya skala 

Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM) 

pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.  

a. Pada tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan telah membuat Surat Rekomendasi kepada Menteri 

Pertahanan RI untuk Pembentukan Pokja Kajian Sinkronisasi 

Nomor R-24/Menko/Polhukam/ HK.01.01.1/2/2017 Tanggal 27 

Februari 2017, yang ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada 

Kementerian Pertahanan mengenai tindak lanjut surat tersebut 

dengan hasil bahwa belum ada tindak lanjut dari Kementerian 

Pertahanan RI.  

b. Kemudian disusun Surat Rekomendasi Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kaemanan kepada 

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor B-

853/Kemenko/Polhukam/Ses/ HN.02.02.1/6/2017 tanggal 15 

Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Surat Menko Polhukam Nomor 

R.24/Menko/Polhukam/HK.01.01.1/2/2017 perihal Pembentukan 

Pokja Kajian Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di 

lingkungan Kementerian Pertahanan/Mabes TNI, yang 

ditindaklanjuti berdasarkan Undangan Deputi IV Bidang 

Koordinasi Pertahanan Negara Nomor UN-1030/Polhukam/De-IV/ 

HN.02.02.1/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Undangan 

Rapat Koordinasi.  

c. Dengan koordinasi yang intens bersama Kementerian Pertahanan 

dan Mabes TNI melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 

Rabu, 20 Desember 2017 membahas Capaian MEF TNI Tahun 

2017 dan Capaian Kontribuasi Industri Pertahanan Nasional 

terhadap Pemenuhan MEF TNI, disampaikan bahwa hingga 

Triwulan IV Tahun 2017 didapati bahwa capaian MEF TNI pada 

tahun 2017 adalah sebesar 58,20 %. 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  68 

 

b. Penyelesaian Kasus tindak Pidana 

Mencermati dinamika situasi dan kondisi penanganan 

kejahatan tahun 2017 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

strategis global maupun regional secara masif mempengaruhi 

bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya perlambatan 

pertumbuhan dan melemahnya perekonomian yang membawa 

dampak terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian di Indonesia.  

Dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah terdapat 

indikator pengaruh yang ditandai dengan penurunan sistem 

investasi yang sangat signifikan, dimana para investor banyak yang 

menunda/menangguhkan untuk menanamkan investasinya di 

Indonesia sedangkan banyak para investor yang telah bekerja di 

indonesia memutuskan atau menutup investasinya untuk pindah ke 

negara lain. Hal tersebut dapat berakibat hilangnya lapangan 

pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga 

hilangnya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup 

berimplikasi terhadap meningkatnya kuantitas maupun kualitas 

gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan 

nasional.  

Pentingnya ketanggapan para penegak hukum terhadap 

masalah yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, makmur 

dan sejahtera. Untuk itu perlunya mengetahui seberapa tanggap 

para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di 

masyarakat. Table berikut merupakan rekapitulasi penyelesaian 

tindak pidana yaitu: 
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Tabel III.9 Rekapitulasi Data Kejahatan Konvensional  
Tahun 2016 dan 2017 

 

No Kejahatan Konvensional 
Tahun 2016 Tahun 2017 

JTP PTP JTP PTP 

1 
Terhadap Ketertiban 

Umum. 
4.297 2.783 4.256 2.545 

2 

Membahayakan Keamanan 

Umum Bagi 

Orang/Barang. 

50 30 86 82 

3 

Sengaja Menimbulkan 

Kebakaran/Banjir 

(Pembakaran). 

650 390 551 271 

4 
Karena Alpa Menimbulkan 

Kebakaran/Meletus/Banjir  
1.391 926 1.173 838 

5 Memberi Suap. 10 15 16 9 

6 
Sumpah Palsu Dan 

Keterangan Palsu. 
351 188 319 212 

7 Pemalsuan Materai. 169 167 171 111 

8 Pemalsuan Surat. 2.721 1.869 2.926 1.455 

9 Perzinahan. 1.637 1.076 1.881 1.354 

10 Perkosaan. 1.594 1.100 1.545 1.121 

11 Permainan Judi. 8.556 7.972 8.714 8.155 

12 Penghinaan. 3.009 2.081 3.207 1.988 

13 Penculikan. 374 224 274 180 

14 
Perbuatan Yang Tidak 

Menyenangkan. 
2.595 1.616 2.511 1.718 

15 
Kejahatan Terhadap Jiwa 

Orang/Pembunuhan. 
1.292 1.257 1.198 1.013 
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16 Penganiayaan Berat. 14.468 10.223 13.731 10.417 

17 
Mengakibatkan Orang 

Mati. 
946 2.398 643 2.346 

18 
Mengakibatkan Orang 

Luka. 
2.394 1.482 1.567 1.037 

19 Pencurian Biasa. 23.717 10.395 25.564 11.676 

20 
Pencurian Dengan 

Pemberatan. 
46.277 21.074 40.047 20.319 

21 Pencurian Ringan. 2.023 1.081 2.597 1.164 

22 
Pencurian Dengan 

Kekerasan. 
10.726 4.792 10.202 5.209 

23 
Pemerasan Dan 

Pengancaman. 
5.322 3.488 5.512 3.457 

24 Penggelapan. 20.459 13.128 21.174 11.593 

25 
Penipuan/Perbuatan 

Curang. 
27.421 15.422 28.404 14.020 

26 
Menghancurkan Atau 

Merusak Barang. 
7.926 3.847 6.174 3.549 

27 Menerima Suap. 125 305 307 342 

28 Penadahan. 666 1,083 602 1.242 

29 
Mempekerjakan Anak 

Dibawah Umur. 
2.511 1.845 2.537 1.874 

30 
Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 
11.083 8.305 7.820 5.532 

31 
Penyalahgunaan Senjata 

Api/Bahan Peledak. 
1.117 1.118 1.272 1.600 

32 
Terorisme (Dalam 

Negeri/Lokal). 
85 90 21 22 
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33 
Perompakan/Pembajakan 

(Dalam Negeri/Lokal) 
43 44 263 206 

34 

Perdagangan 

Manusia/Trafficking In 

Person (Dalam 

Negeri/Lokal) 

109 78 175 152 

35 Pernikahan Di Bwh Umur 155 146 87 51 

36 Haki 105 99 184 109 

37 

Pencucian Uang/Money 

Loundry (Dalam 

Negeri/Lokal) 

158 179 197 121 

38 

Kejahatan Dunia 

Maya/Cyber Crime (Dalam 

Negeri/Lokal) 

155 63 220 52 

39 Kejahatan Pasar Modal 210 61 159 42 

40 Curanmor R2 35.973 10.190 36.834 10.834 

41 Curanmor R4 1.898 479 1.963 711 

42 Curas Senpi 272 82 216 70 

43 Curas Sajam 1.097 753 1110 900 

44 Obat Keras 439 181 748 389 

45 Pemilikan Senpi Ilegal 188 240 243 182 

46 Thdp Kam Negara 3 35 73 83 

47 Thdp Pres/Wa 85 52 110 60 

48 Pembunuhan - - 37 31 

49 Han Berbahaya 49 18 48 40 

50 Penyelundupan 95 54 20 24 

51 Perbankan 52 34 88 44 

52 P O A 61 32 12 7 
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53 Prod & Dagang 108 57 109 41 

54 Sara 25 20 13 15 

55 Curwat Tlp 34 27 15 9 

56 Curi Kayu 50 28 48 19 

57 Pembajakan 12 8 30 6 

58 Kenakalan Rmj 145 122 338 222 

59 Kara Koneksitas 16 12 8 3 

60 Laka Ka 71 56 52 20 

61 Laka Laut 64 35 56 30 

62 Laka Udara 3 1 4 0 

63 Aborsi 55 50 122 45 

64 Miras 4.668 3.246 7.765 5.551 

65 
Thdp Neg Shbt Kepala 

Shbt & Wklnya 
22 27 12 9 

66 
Thdp Kewjban Dan Hak 

Kenegaraan 
54 26 59 2 

67 
Thdp Asal Usul Dan 

Perkawinan 
203 131 194 108 

68 

Mersk, Gar 

Kesopanan/Kesslaan Di 

Mk Umum 

207 150 185 116 

69 
Pencurian Dlm 

Lingkungan Keluarga 
183 116 162 145 

70 
Merugikan Pemiutang/Org 

Yg Berhak 
57 13 8 11 

71 
Penerbitan Dan 

Percetakan 
2 3 3 3 
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72 
Laka Lantas (Tanpa 

Korban Manusia) 
11.520 5.259 12.335 5.459 

73 Laka Lantas Korban Mati 3.332 1.960 2.938 1.688 

74 
Laka Kereta Api Korban 

Mati 
369 246 137 135 

75 Laka Laut Korban Mati 93 29 19 6 

76 Laka Udara Korban Mati 9 2 6 0 

77 Ledakan Bom 20 5 18 0 

78 Penembakan 13 55 32 10 

79 Premanisme 3.243 2.311 2.458 2.248 

80 Gul Pok Anarkis 610 509 821 481 

81 Gul Pok Radikal 9 22 31 34 

82 Cabul 3.653 2.493 4.038 2.767 

83 Tki Illegal 73 41 87 87 

84 Imigran Gelap 39 32 161 7 

85 Unjuk Rasa Aman 3.994 3.670 4.821 4.252 

86 Unjuk Rasa Rawan 107 46 115 39 

87 
Kejahatan Konvensional 

Lainnya 
26.599 18.263 34.291 19.122 

 
JUMLAH 357.197 

209.821 

(59%) 
311.280 

173.249 

(56%) 

Capaian Kinerja 84 % 80% 
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Tabel III.10 Rekapitulasi Data Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara  
Tahun 2016 dan Tahun 2017 

 

No 
Kejahatan Terhadap 

Kekayaan Negara 

Tahun 2016 Tahun 2017 

JTP PTP JTP PTP 

1 Korupsi 1.318 927 530 399 

2 Illegal Logging 892 638 901 620 

3 Illegal Fishing 200 119 112 77 

4 Illegal Mining 523 251 308 246 

5 Lingkungan Hidup 337 212 82 48 

6 Fiskal 29 24 16 10 

7 Bbm Illegal 579 368 460 374 

8 Penyelundupan 167 101 73 34 

9 Cukai 24 41 21 6 

10 Telekomunikasi 127 47 202 62 

11 Karantina 96 53 71 40 

12 
Pemalsuan Mata Uang 

Dan Uang Kertas 
518 421 594 348 

13 

Kejahatan Terhadap 

Kekayaan Negara 

Lainnya 

783 439 661 390 

 
JUMLAH 5.593 

3.641 

(65%) 
4031 

2654 

(66%) 

Capaian Kinerja 93% 94% 
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Tabel III.11 Rekapitulasi Data Kejahatan Transnasional  
Tahun 2016 dan Tahun 2017 

 

No 
Kejahatan 

Transnasional 

Tahun 2016 Tahun 2017 

JTP  PTP  JTP PTP 

1 Narkoba 39.171 30.873 32.385 24.603 

2 Psikotropika - - 1.864 1.114 

3 Terorisme 29 23 27 30 

4 Perompakan/Pembajakan 46 24 56 22 

5 

Perdagangan 

Manusia/Trafficking In 

Person 

82 76 181 97 

6 
Pencucian Uang/Money 

Loundry 
11 3 33 70 

7 
Kejahatan Dunia 

Maya/Cyber Crime 
5.004 1.139 168 61 

8 
Penyelundupan Senjata 

Api/Arm Smugling 
49 45 39 247 

9 

Kejahatan Ekonomi  

Lintas Negara/Trans 

Economy Crime 

7 14 18 10 

10 
Kejahatan Trans Nasional 

Lainnya 
199 212 368 506 

 
JUMLAH 44.698 

32.409 

(72,5 %) 
35.082 

26.708 

(76%) 

Capaian Kinerja 104% 108% 
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Tabel III.12 Rekapitulasi data kejahatan yang berimpliksi kontijensi  
tahun 2016 dan tahun 2017 

 

No 

Kejahatan yang 

berimplikasi 

kontijensi 

Tahun 2016 Tahun 2017 

JTP  PTP  
JTP PTP 

1 Konflik Suku, 

Agama, Ras, Dan 

Antar Golongan 

(Sara) 

2 3 3 3 

2 Separatisme 11 - 25 25 

3 Terhadap 

Keamanan 

Negara/Makar 

2 1 4 1 

4 Terhadap Martabat 

Kedudukan 

Pres/Wapres 

- - - - 

5 Konflik Oknum Tni-

Polri/Konflik Aparat 
2 - 8 4 

6 Bentrok Massa 60 17 58 58 

7 Pemogokan Buruh 13 1 6 6 

8 Unjuk Rasa Anarkis 7 10 12 12 

9 Perkelahian 

Pelajar/Mahasiswa 
79 48 16 16 

10 Kejahatan 

Berimplikasi 

Kontijensi Lainnya 

59 30 51 19 

 JUMLAH 
235 

110 (47 

%) 
183 

144 

(83,6%) 

Capaian Kinerja 67% 119% 
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 Total penyelesaian kasus tindak pidana terhadap laporan yang 

masuk ialah sebagai berikut: 

Tabel III.13 Penyelesaian Kasus Tindak Pidana terhadap Laporan 
 

TABEL KEJAHATAN TAHUN 2017 

NO KEJAHATAN LAPOR SELESAI % 

1 KEJ. KONVENSIONAL 311.280 173.249 56 

2 KEJ.TRANS NASIONAL 35.082 26.708 76 

3 KEJ.THD KEKAYAAN NEGARA 4.031 2.654 66 

4 KEJ.BERIMPLIKASI KONTINJENSI 183 144 84 

JUMLAH 350.576 202.755 58 
 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa, terdapat empat 

jenis kejahatan yang menjadi indikator penyelesaian kasus tindak 

pidana yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, 

kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang 

berimplikasi kontijensi (konflik). Dari empat jenis kejahatan itu, 

yang paling banyak terjadi adalah kejahatan konvensional yaitu 

pada tahun 2017 telah terjadi sebanyak 311.208 kasus dan dapat 

diselesaikan sebanyak 173.249 kasus (55,66%). Urutan kedua 

adalah kejahatan transnasional yang pada tahun 2017 kejadiannya 

sebanyak 35.139 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 26.760 

kasus (76,15%). Urutan ketiga adalah kejahatan terhadap kekayaan 

negara yang kejadiannya sebanyak 4.031 kasus dan dapat 

diselesaikan sebanyak 2.654 kasus (65,84%). Sedangkan pada 

urutan keempat adalah kejahatan yang berimplikasi kontijensi, 

dimana pada tahun 2017 telah terjadi 183 kasus dan dapat 

diselesaikan sebanyak 144 kasus (83,60%). 

Pada jenis kejahatan konvensional, kasus-kasus yang paling 
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banyak terjadi adalah kasus pencurian, penipuan, penggelapan, 

minuman keras, dan kecelakaan lalu lintas. Kasus-kasus ini 

merupakan kasus yang kerap terjadi sehingga pola penangannya 

kerap komprehensif yang dimulai dari tindakan, preemtif, preventif 

dan regresif. 

Pada kejahatan transnasional, jenis kejahatan yang paling 

banyak terjadi adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba. 

Kejahatan narkoba menjadi prioritas Pemerintah untuk 

ditanggulangi mengingat dampaknya yang dapat merusak generasi 

muda bangsa Indonesia. Kepentingan utama Indonesia dalam 

menanggulangi pemberantasan narkoba adalah dengan mencegah 

arus keluar masuk narkoba dan prekursornya. Indonesia berprinsip 

pada pendekatan berimbang antara supply & demand production 

dan penanggulangan secara komprehensif dan integratif. 

Kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan kejahatan 

white colour crime sehingga penanggulangan kejahatan terhadap 

kekayaan negara ini adalah melalui political will, yaitu mendorong 

pemerintah untuk menerbitkan kebijakan untuk mendukung 

penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara. Selain itu 

edukasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

dapat mengetahui apa, bagaimana, mengapa kejahatan terhadap 

kekayaan negara terjadi dan dapat mengajak segenap warga 

masyarakat berperan aktif untuk melakukan penanggulangan 

kejahatan terhadap kekayaan negara. Selain itu penegakan hukum 

yang tegas tidak tebang pilih dan berdampak pada efek jera juga 

merupakan solusi penanganan kejahatan ini. 

Kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik) merupakan 

kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus mengingat jenis 

kejahaaatan seperti  konflik sara, separatisme, makar, bentrok masa 

dan unjuk rasa anarkis dapat mengganggu persatuan dan kesatuan 
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bangsa Indonesia. Dengan demikian, strategi pencegahan menjadi 

strategi utama untuk menekan munculnya kejadian-kejadian yang 

bersifat kontijensi. Strategi ini harus diintegrasikan dalam suatu 

blueprint yang disepakati oleh forum pimpinan daerah di seluruh 

Indonesia. 

 

4. Sasaran IV : Semakin Mantapnya Reformasi Birokrasi dan Tata 

Kelola. 

Pencapaian sasaran IV yaitu Meningkatnya Pendayagunaan 

Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan menggunakan 2 

(dua)  indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Indeks Reformasi 

Birokrasi K/L dan Provinsi; (2) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap 

layanan publik K/L dan Provinsi.  Adapun capaian kinerja yang telah 

dihasilkan sebagai berikut: 

Tabel III.14 Capaian Sasaran IV 
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Semakin Mantapnya 
Reformasi Birokrasi 
dan Tata Kelola 

a) Penyelesaian 
Sengketa 
Informasi Publik 
 

b) Indeks RB K/L 
 
Indeks RB Prov 
 
Indeks RB 
Kab/Kota 

 

65% 
 

 
 
91,36% 
 
26,74% 

 
 

35,09% 
 

 

86,55% 
 
 

      
70,65% 

 
57,46% 

 
 

55,08% 

133,15 
 

 
 

107,04 
 

108,41 
 
 

98,35 

 

a. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 28 F  disebutkan bahwa setiap Orang berhak 
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untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi  untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari,  memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal 

tersebutlah yang melatarbelakangi adanya pembentukan UU No 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai 

salah satu jaminan akses masyarakat dalam memperoleh informasi. 

Hal  ini sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh 

Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud 

dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. United 

Nations Development Programme (UNDP)  menjelaskan bahwa 

transparansi menjadi salah karakteristik dari good governance. 

Dengan adanya kebijakan keterbukaan informasi publik di 

Indonesia, maka kini pemerintah harus memberikan akses 

informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menuju tata 

kelola pemerintahan yang baik Pemerintahan yang terbuka (open 

government) merupakan salah satu fondasi sebagai akuntabilitas 

demokrasi.  

Dalam pemerintahan yang terbuka, keterbukaan informasi 

publik adalah salah satu keharusan karena dengan adanya 

keterbukaan informasi publik, pemerintahan dapat berlangsung 

secara transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal 

dalam seluruh proses pengelolaan pemerintahan. Oleh sebab itu, 

Kemenko Polhukam telah menjadikan sengketa informasi publik 

menjadi salah satu IKU yang dianggap penting untuk mendongkrak 

good governance di Indonesia. Melalui Deputi Bidang Koordinasi 

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kemenko Polhukam 

melakukan koordinasi dalam rangka menindaklanjuti sengketa 

informasi yang ada di pusat dan daerah melalui rapat koordinasi 

dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah. 
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Kemenko Polhukam ikut mendorong Kementerian/Lembaga terkait 

untuk menyelesaikan kasus sengketa informasi secara tuntas. 

Selama Januari s/d Desember 2017, Komisi Informasi Pusat telah 

menerima dan meregister permohonan penyelesaian sengketa 

informasi sebanyak 119 register dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel III.15 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tahun 2017 

BULAN PERMOHONAN PENYELESAIAN 

Januari 8 1 

Februari 4 2 

Maret 10 6 

April 9 10 

Mei 9 12 

Juni 44 1 

Juli 16 1 

Agustus 4 0 

September 6 6 

Oktober 3 3 

November 4 30 

Desember 2 31 

Total 119 103 (86,55%) 

 

Penyelesaian Sengketa Informasi yang dilaksanakan oleh 

Komisi Informasi Pusat  (KIP) sampai dengan bulan Desember tahun 

2017 sebanyak 103 kasus dari 119 register atau dengan realisasi 

86,55%. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 

yaitu permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 49 Kasus 

dengan penyelesaian sebanyak 5 kasus. Khusus untuk bulan 

November sampai dengan Desember tahun 2017 KIP telah 
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menyelesaikan sengketa informasi publik sebanyak 61 register 

dengan 3 kali sidang. Dengan bertambahnya 119 kasus 

permohonan pada Januari – Desember 2017 maka  jumlah 

permohonan sengketa mencapai 2.803 kasus dari 2.684 kasus pada 

tahun 2016 dan jumlah penyelesaian sengketa dari 816 menjadi 

973, seperti tabel dibawah ini : 

 

         Tabel III.16 Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Sengketa 

 

Tahun Jumlah  
Permohonan 

Jumlah 
Terselesaikan 

Persentase 

2010 76 51 67,10 

2011 419 186 44,39 

2012 323 237 73,37 

2013 377 125 33,15 

2014 1354 123 9,08 

2015 71 94 132,39 

2016 64 54 84,375 

2017 119 103 86,55 

total 2803 973 - 

 

Walaupun angka penyelesaian sengketa informasi publik 

mengalami tingkat fluktuatif, namun pemerintah akan bertekad 

untuk terus meningkatkan penyelesaian sengketa informasi publik. 

b. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-
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aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) 

dan sumber daya manusia aparatur. 

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau 

diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang 

atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis 

untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi 

serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi 

pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika 

tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil 

langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan 

sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini 

merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap 

dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau 

tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. 

Untuk memberikan pelayanan yang prima (efisien) sekaligus 

melaksanakan pengawasan yang efektif sangat tergantung pada 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari tugas dan 

kewenangan suatu birokrasi. Dari peraturan perundang-undangan 

tersebut ditetapkan sistem dan prosedur (sisdur) pelayanan dan 

pengawasan.  

Selanjutnya berdasarkan sistem dan prosedur yang diinginkan 

dibuat struktur organisasi yang diperlukan untuk menetapkan 

tingkat-tingkat dan jenis jabatan, tugas dan wewenang serta jumlah 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  84 

dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan 

dengan memperhatikan beban kerja. Tidak hanya jumlah SDM yang 

perlu ditetapkan tetapi juga kualitasnya dan keahlian apa saja dari 

SDM yang diperlukan merupakan faktor yang harus 

dipertimbangkan. 

Pencapaian bidang reformasi birokrasi ditunjukkan melalui 

tabel Indeks Reformasi Birokrasi dibawah ini:  

Tabel III.17 Indeks Reformasi Birokrasi 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Target 

Indeks 
RB K/L 

47% 66.13% 54% 69.58% 66% 70.65% 68% 75% 

Indeks 
RB Prov 

15% 41.62% 30% 56.69% 53% 57.46% 50% 60% 

Indeks 
RB 
Kab/Kota 

5% 42.61% 15% 55.94% 56% 55.08% 35% 44% 

 

Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga untuk tahun 

2017 dengan target 66%, Provinsi 53% dan Kab/Kota 56%, dengan 

realisasi 70,65% pada Kementerian/Lembaga, 57,46% pada 

Provinsi, dan 55,08% pada Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 

sebelumnya target pada Kementerian/Lembaga meningkat dari 47% 

pada tahun 2015 menjadi 54% pada tahun 2016, dengan realisasi 

tingkat keberhasilan 66,13% pada tahun 2015 dan 69,58% pada 

tahun 2016. Target Indeks Reformasi Birokrasi pada Provinsi yang 

sebelumnya 15% pada tahun 2015 meningkat menjadi 30% pada 

tahun 2016 dengan realisasi tingkat keberhasilan 41,62% pada 

tahun 2015 dan meningkat menjadi 56,69% pada tahun 2016. 

Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota target yang hanya 5% 

pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 15% pada tahun 2016 
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dengan realisasi tingkat keberhasilan 42,61% pada tahun 2015 dan 

meningkat menjadi 55,94% pada tahun 2016. 

Dalam hal ini Kemenko Polhukam akan terus mendorong 

KemenPAN dan RB dan Kemdagri serta instansi terkait untuk 

percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai 

dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional baik ditingkat 

pusat maupun daerah dan Roadmap reformasi birokrasi yang 

visioner, menyeluruh, taktis, dan terukur. 

 

5. Sasaran V : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di 

Kemenko Polhukam 

Pencapaian sasaran V yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik di Kemenko Polhukam diukur dengan menggunakan 3 (tiga)  

indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Indeks Reformasi 

Birokrasi Kemenko Polhukam; (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 

laporan keuangan Kemenko Polhukam; (3) Nilai AKIP Kemenko Polhukam.  

Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut: 

Tabel III.18 Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatkan 
Dukungan Administratif 
dan Pelaksanaan 
Operasional Kemenko 
Polhukam 

a) Indeks Reformasi 
Birokrasi 
Kemenko 
Polhukam 
 

b) Opini Wajar 
Tanpa 
Pengecualian atas 
laporan keuangan 
Kemenko 
Polhukam 

 
c) Nilai AKIP 

Kemenko 
Polhukam 

B 
 
 

 
 
 

WTP 
 
 
 
 
 

B 

B 
(67,77) 

 

 

WTP 

 

 
 

B 
(68,11) 

 
 
 

100% 
(Tercapai) 

 
 
 
 

100% 
(Tercapai) 

 
 
 

 
100% 

(Tercapai) 
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a. Indeks Refomrasi Birokrasi Kemenko Polhukam 

   Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan 

perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi 

pemerintahan yang lebih baik.  Reformasi birokrasi (RB) telah memasuki 

gelombang ketiga yang merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari 

gelombang sebelumnya. Dalam rangka penataan dan penguatan 

organisasi Kemenko Polhukam telah disusun road map RB tahun 2015-

2019 yang merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi 

tahapan sebelumnya.  8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus 

Reformasi Birokrasi yaitu  organisasi, tata laksana, peraturan 

perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, 

akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur.  

   Sebagai respon terimplementasinya 8 area perubahan tersebut, 

kemenko polhukam mempunyai 8 strategi diantaranya melakukan  

manajemen perubahan, penataan Perundaang-Undangan, penataan 

organisasi dan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, 

penguatan pengawasan, tim  penguatan akuntabilitas publik, 

peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pada 

masing- masing unit yang terkait. Berbagai upaya telah dilakukan demi 

kemajuan pelaksanaan refromasi birokrasi di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selama tahun 2016, 

terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi 

untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk 

memperbaiki kondisi yang ada seperti 

a. Pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi telah didukung dengan 

perencanaan, dilaksanakan oleh seluruh unit reformasi birokrasi 

dan dibantu oleh para agen perubahan 

b. Telah dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan 

melalui identifikasi, pemetaan dan analisis 

c. Peningkatan manajemen SDM melalui assessment dan identifikasi 
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kebutuhan pengembangan kompetensi pada sebagian pegawai. 

   Strategi  dan usaha yang telah diimplementasikan dalam  rangka 

penataan dan penguatan organisasi pemerintah telah membuahkan 

hasil, dimana kemenko Polhukam mampu meningkatkan nilai 

Reformasi Birokrasi yang semula 61,6 % menjadi 67,77 %. Adapun 

komponen rincian dari penilaian tersebut adalah: 

 

Tabel III.19 Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi 

 

No Komponen Penilaian Bobot Nilai 
2015 2016 

I Komponen Pengungkit       

1 Manajemen Perubahan  5,00 3,38 3,39 

2 Penataan Peraturan Perundang-
undangan 

5,00 2,71 2,71 

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 3,84 

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,34 3,47 

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,23 8,90 

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,61 3,68 

7 Penguatan Pengawasan 12,00 5,91 7,05 

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik 

6,00 3,54 3,78 

Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 32, 36,82 

II Komponen Hasil       

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,81 9,38 

2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,02 5,55 

3 survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 4,63 4,81 

4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00 

5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 7,27 8,21 

Total Komponen Hasil (B) 40,00 28,72 30,95 

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 61,28 67,77 
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    Peningkatan kinerja organisasi melalui tahapan pelaksanaan 

program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator 

Bidang Polhukam dilakukan secara berkelanjutan yang setiap 

tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan dari kondisi 

birokrasi yang dipandang kurang baik ke kondisi birokrasi yang lebih 

baik. Kemenko Polhukam akan terus memonitor, menjaga, dan 

mendorong agar pelaksanaan RB sesuai sasaran reformasi birokrasi 

nasional. 

   Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 

juga terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi yang baik secara 

nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya Kemenko Polhukam 

dalam meningkatkan capaian pada seluruh area perubahan reformasi 

Birokrasi. Seluruh aparatur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam 

berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan untuk 

membentuk birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan produktif, 

transparan, melayani, dan birokrasi yang akuntabel. 

 

b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 

Kemenko Polhukam 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban 

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 

menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

 Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan 
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yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun 

dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan 

informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. 

Pencapaian tertinggi atas penilaian suatu Laporan Keuangan 

adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan 

Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui 

hasil Audit atas Laporan Keuangan. Pada tanggal 28 Februari 2017, 

Kemenko Polhukam telah selesai menyusun Laporan Keuangan Tahun 

2017 (Unaudited) Tingkat Kementerian (Unit Akuntansi Pengguna 

Anggaran). Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-11000/PB/2017 tentang 

Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 Unaudited. Sampai dengan 

periode September, Laporan Keuangan Kemenko Polhukam sudah 

selesai diaudit oleh Tim Pemeriksa dari BPK. 

Atas hasil auditnya, BPK RI mengeluarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam TA.2017 

berdasarkan Surat BPK Nomor 12/S/III-XIV/05/2017 tanggal 19 Mei 

2017. Dari LHP tersebut, Kemeko Polhukam mendapatkan Opini WTP 

dari BPK, hali ini merupakan prestasi tersendiri bagi Kemenko 

Polhukam, karena berhasil mendapatkan opini WTP selama delapan (8) 

tahun berturut-turut 

 

c. Nilai AKIP Kemenko Polhukam 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 

merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang 

sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang 

berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. Produk dari SAKIP adalah dari perencanaan 

hingga pelaporan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu 
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instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang 

dibiayai APBN/APBD. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Unsur-unsur penilaian SAKIP yaitu perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian 

kinerja telah diimplementasikan di lingkungan Kemenko Polhukam. 

Implementasi SAKIP akan dinilai oleh Kemenpan RB dengan dasar 

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan 

dan Pepres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instnasi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat 

akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) 

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented 

government). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kemenko Polhukam 

memperoleh nilai 68,11 atau predikat “B”. Nilai tersebut naik 1,09%dari 

skor tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,02%. Hal tersebut dapat 

tercapai karena seluruh jajaran Kemenko Polhukam  memberikan 

perhatian pada masing-masing unsur SAKIP. Adapun komponen 

penilaian SAKIP Kemenko Polhukam ialah sebagai berikut: 

 

Tabel III.20 Komponen Penilaian SAKIP 

 

  Komponen Yang 
Dinilai 

Bobot Nilai 

2015 2016 

a Perencanaan Kinerja 30 19,73 23,36 

b Pengukuran Kinerja 25 15,90 17,73 

c Pelaporan Kinerja 15 10,37 10,65 

d Evaluasi Internal 10 5,71 7,17 
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e Capaian Kinerja 20 15,31 9,20 

  Nilai Hasil Evaluasi 100 67,02 68,11 

  Tinggal Akuntabilitas 
Kinerja 

  B B 

 

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, 

kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan 

pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kemenko Polhukam sudah 

menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa 

perbaikan minor.  Implementasi AKIP di seluruh lini organisasi menjadi 

kunci penting peningkatan nilai akhir evaluasi atas hasil Evaluasi AKIP 

tahun 2016.  

Pencapaian ini didukung oleh capaian kegiatan seperti 

terlaksananya penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2017, 

terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan 2017, terlaksananya penyusunan sistem monitoring dan 

evaluasi, serta  tersedianya dokumen standar pelayanan monev 

Kemenko Polhukam. LAKIP yang telah disusun disajikan secara 

terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi 

sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan 

keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh 

instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas 

dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta 

semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di 

instansi tersebut. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi 

ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil 

agar seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja yang baik 
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D. CAPAIAN KINERJA LAIN 

Selain capaian indikator kinerja utama yang telah dijelaskan pada 

sub-bab sebelumnya. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kemenko 

Polhukam juga telah menghasilkan beberapa capaian lainnya sebagai 

berikut:  

Pembubaran Ormas Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI) 
Seluruh organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia harus berada 

dalam koridor hukum dan bermuara pada ideologi Pancasila dan UUD 

1945, baik tujuan, ciri, maupun asas. Pancasila dan UUD 1945. 

Pemerintah telah melakukan investigasi yang mendalam akan aktivitas 

Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI). Hasilnya bahwa aktivitas Hizbuth Tahrir 

Indonesia (HTI) telah mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. 

HTI merupakan organisasi kemasyarakat yang memang kegiatannya 

menyangkut dakwah, namun pada kenyataannya, dakwah yang 

disampaikan tujuannya sudah masuk wilayah politik yang mengancam 

kedaulatan negara, sebagaimana yang dikatakan Menko Polhukam 

Wiranto di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat, 12 Mei 2017. 

Berdasarkan hasil pengamatan , gerakan politik dari HTI 

mengusung ideologi khilafah dimana secara garis besar ideologi khilafah 

bersifat transnasional. Artinya, berorientasi meniadakan nation state, 

negara bangsa untuk mendirikan pemerintahan Islam dalam konteks 

yang lebih luas lagi, sehingga negara menjadi absurd, termasuk Indonesia 

yang berdasarkan NKRI, UUD 45 menjadi absurd karena Indonesia bukan 

bagian dari khilafah. 

“Di sini masyarakat harus paham betul bahwa khilafah ingin 

meniadakan nation state, negara bangsa, maka dari itu Hizbuth Tahrir 

sudah lebih dahulu dilarang di 20 negara,” kata Menko Polhukam. HTI 

pun dilarang keberadaannya di beberapa negara, termasuk negara-negara 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Turki, Arab Saudi, 

Mesir, Yordania, dan Malaysia. 
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Selain itu, dari laporan-laporan kepolisian dan aparat keamanan, 

keberadaan HTI di Indonesia  telah menuai berbagai banyak penolakan di 

daerah-daerah, bahkan di beberapa daerah telah terjadi konflik horizontal 

antara pihak yang menolak keberadaan Hizbut Tahrir dengan Hizbut 

Tahrir itu sendiri. 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir 

Indonesia ( HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.  

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang 

pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-

0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum 

perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, 

maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 

Tahun 2017 Pasal 80A. Pemerintah sebelumnya menerbitkan Perppu 

Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Ormas. Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya 

pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila 

 
Persiapan Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional 

Sesuai dengan amanat para pendiri bangsa yang termaktub pada 

Pembukaan UUD 1945, Negara (pemerintah)  wajib untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan  hak  asasi  setiap  

warga  negara  melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, 

tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak 

setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi,  keluarga,  
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kehormatan,  martabat,  dan  harta benda.  

Disamping itu, sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko 

Widodo, bahwa dalam rangka menghadirkan kembali negara untuk 

mengantisipasi dan menyelesaikan perseteruan atau benturan 

antarkelompok masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan 

mufakat dipandang perlu untuk membentuk lembaga yang menangani 

konflik sosial skala nasional secara non yudisial, mengingat selama ini 

belum ada lembaga yang menangani masalah tersebut (Pasal 25 UU 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial) 

Setelah melalui pembahasan dan koordinasi serta arahan dari 

Presiden maka direncanakan akan dibentuk Dewan Kerukunan Nasional 

(DKN) yang merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang 

membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang 

politik, hukum, dan keamanan. 

DKN mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi upaya 

pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik sosial skala nasional 

yang sifatnya non-yudisial, dengan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi upaya pencegahan, penyelesaian, 

dan pemulihan konflik sosial skala nasional; 

2. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden; 

3. Pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi DKN dengan 

kementerian/lembaga terkait; 

4. Pengelolaan laporan masyarakat yang berkaitan dengan upaya 

pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik sosial skala nasional; 

dan 

5. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta 

penyusunan laporan kegiatan DKN. 

Anggota DKN terdiri atas paling banyak 17 (tujuh belas) orang, yang  

terdiri atas unsur: tokoh kenegaraan; tokoh agama, mewakili setiap 
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agama yang diakui di Indonesia; tokoh adat/masyarakat; dan akademisi. 

Saat ini RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional telah melalui 

proses harmonisasi dan telah disampaikan kepada Bapak Presiden untuk 

ditetapkan, diharapkan segera bisa diimplementasikan. 

 
Satgas Saber Pungli di Kemenko Polhukam 

Maraknya kasus Pungli yang terjadi di Indonesia telah merusak 

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip 

negara harus kuat dan dapat melindungi segenap tumpah darah 

Indonesia. Dengan paket kebijakan reformasi hukum dapat menguatkan 

institusi negara pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 

1945 yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

satu nafas dengan Revolusi Mental dan Nawacita pemerintahan Jokowi-

JK. 

Tujuan dari reformasi hukum nasional adalah memulihkan 

kepercayaan publik dan memberikan keadilan serta kepastian hukum. 

Tujuan ini merupakan bagian Nawacita pertama, yakni menghadirkan 

kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga negara, serta nawa cita ke empat yang menolak 

negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Untuk meningkatkan 

efektifitas pemberantasan Pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko 

Polhukam) untuk mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap 

kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Menko Polhukam telah 

menetapkan Keputusan Menko Polhukam RI Nomor 78 tentang Kelompok 

Kerja dan Kesekretariatan, Satgas Saber Pungli telah dikukuhkan pada 
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tanggal 28 Oktober 2016 yang diperbaharui dengan Keputusan Menko 

Polhukam RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Kelompok Ahli, Sekretariat 

dan Kelompok Kerja Satgas Saber Pungli serta langsung bekerja.  

 

SIMAN 
Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas di Istana Presiden 

tentang penyebaran konten-konten program yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah, dan menangkal berita-berita negatif (Hoax) yang 

menyudutkan kinerja Pemerintah, Kemenko Polhukam membentuk Tim 

Medsos Pemerintah. Tim ini merupakan Sinergi Media Sosial Aparatur 

Negaera (SIMAN).  

Dalam proses pembentukan SIMAN pada tahun 2017 telah 

dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi sebagai berikut: 

a. Pada rapat koordinasi awal disimpulkan bahwa Aparatur Negara 

harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih 

perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-

mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional. 

Untuk itu diperlukan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Tim 

Media Sosial yang terintegrasi dibawah Kemenko Polhukam 

sebagai koordinator, oleh karenanya Kemenko Polhukam sebagai 

leading sector akan membentuk Desk Medsos. 

 b. Rakor membahas Pembentukan Desk Medsos sangat dibutuhkan 

untuk mengkoordinasikan dan mendiseminasi penyiapan dan 

pembentukan konten maupun narasi pendukung untuk 

mensosialisasikan program pemerintah dan meng-counter isu 

negatif yang berkembang di media sosial.  

c. Rakor membahas tentang pemberian pelatihan Tim Medsos 

Aparatur Negara di masing-masing Kementerian/Lembaga, agar 

seluruh Tim bersinergi dalam memviralkan suatu konten oleh 

Desk Medsos. 
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Capaian yang telah dicapai antara lain sebagai berikut 

1. Melakukan Pelatihan TOT terhadap 55 K/L (@K/L perwakilan 2 

orang) 

2. Pelatihan terhadap 34 K/L (@K/L perwakilan ± 50 orang)  

3. KepMenko 58 Tahun 2017 tentang SIMAN 

4. Penyusunan Buku tentang SIMAN yang akan menjadi naskah 

Akademik Perpres SIMAN 

5. Pelaksanaan layanan Informasi dan Pembuatan Akun( 

Penyebaran informasi positif melalui medsos 

 

Penanganan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Desa PTT menjadi CPNSD 

Kemenko Polhukam pada tahun 2017 masih menindak lanjuti 

permasalahan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Desa Pegawai Tidak 

Tetap (PTT) untuk menjadi CPNSD. Sesuai PERMENPAN NO 8 Tahun 

2016, tentang Recruitmernt CPNSD Bidan Desa PTT (Pusat), dan 

PERMENPAN NO 12 Tahun 2016 tentang pengangkatan 42.245 

Bidan Desa PTT Pusat Indonesia menjadi CPNSD. Mereka Yang 

sudah melengkapi berkas administratif dan menjalani tes CAT secara 

serentak di seluruh Indonesia, mengalami tiga kali penundaaan 

pengumuman CPNS, dan belum ada kejelasan kepastiannya 

Dalam proses peselesaian permasalahan tersebut, Menko Polhukam 

telah melakukan rapat koordinasi sebagai berikut: 

a. Rakor bersama perwakilan dari Forum Bidan Desa (FORBIDES) 

membahas penjelasan mengenai pengangkatan Bidan PTT; 

b Rakor bersama KemenPANRB membahas permasalahan 

pengangkatan BIdan PTT yang sedang dalam proses penanganan 

administrasi; 

c. Rakor bersama KSP, KemenPANRB, Kemenkes dan BKN 

membahas tindak lanjut pengangkatan Bidan PTT. 
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Dari rakor tesebut menggasilkan pengangkatan Bidan PTT sebesar 

3.090 dari 43.310 orang Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Desa PTT 

untuk menjadi CPNSD secara bertahap. 

Tabel III.21 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan  
pada tahun 2017 

 
 

 
 
 

a. Sebanyak 39.090 Jenis Tenaga PTT yang berusia kurang dari 35 

Tahun telah ditetapkan sebagai CPNSD; 

b. Sebanyak 4.153 Jenis Tenaga PTT yang berusia lebih dari 35 

samapai dengan 40 Tahun sedang diusulkan ke dalam 

Rancangan Keppres; 

c. Sebanyak 67 Jenis Tenaga PTT yang berusia lebih dari 40 Tahun 

telah diarahkan menjadi PPPK daerah (menunggu RPP 

Manajemen P3K). 

Pada bulan Desember 2017 telah disusun RKeppres tentang 

Pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari PTT menjadi CPNSD 

yang akan dibahas dalam Rakorsus Tingkat Menteri di Kemenko 

Polhukam dalam rangka mendorong pengesahannya. 

 

 

NO Jenis 

Tenaga 

PTT 

USIA 
<35 Th >35 Th 

s/d 40 Th 

>40Th Jumlah 

1 Dokter 863 75 11 949 

2 Dokter 

Gigi 

412 29 3 444 

3 Bidan 37.815 4.049 53 41.917 

Total 39.090 4.153 67 43.310 
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Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan 
Perbatasan. 

Untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis berupa 

pertahanan negara yang tangguh dan sekaligus melaksanakan Nawacita 

Presiden Joko Widodo khususnya pada poin ketiga yaitu membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan, Kemenko Polhukam melakukan tugas 

dan fungsinya dengan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan wilayah perbatasan dan daerah terluar, diantaranya 

Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan sebagainya.  

Guna mendukung sasaran strategis tersebut, maka Kemenko 

Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 

menurunkan indikator kinerja Tersusunnya Peraturan Presiden tentang 

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Pengelolaan Perbatasan. Hal ini untuk membantu dan 

mendukung Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal, salah satunya 

yaitu dengan mengeluarkan rekomendasi yang mendukung untuk 

dilakukan perubahan terhadap regulasi yang mengatur tentang BNPP. 

Rekomendasi kebijakan terkait dengan peran Kemenko Polhukam 

tersebut adalah dengan dibuatnya Surat Deputi Bidang Koordinasi 

Pertahanan Negara Nomor B-04/Kemenko/Polhukam/De-

IV/HN.03.1/1/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Percepatan 

Penyelesaian Rancangan Perpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 

Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang ditujukan 

kepada Sekretaris BNPP, sebagai berikut: 

1) Dalam rangka penguatan BNPP sebagai leading sector pengelolaan 

perbatasan guna mewujudkan wilayah perbatasan sebagai halaman 
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depan yang berdaulat, berdaya saing dan aman diperlukan 

percepatan penyelesaian Rancangan Perpres tentang Perubahan 

Atas Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan. 

2) Sehubungan hal tersebut di atas, dimohon Sekretaris BNPP 

mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan penyelesaian 

Rancangan Perpres dimaksud guna selanjutnya diajukan proses 

penetapan kepada Presiden RI. 

Rekomendasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko 

Polhukam terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Pengelolaan Perbatasan sudah berhasil yaitu dengan 

ditandatanganinya rancangan peraturan presiden tersebut oleh Presiden 

RI dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan tanggal 11 

April 2017. 

Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil 
Terluar 

Untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis berupa 

pertahanan negara yang tangguh dan sekaligus melaksanakan Nawacita 

Presiden Joko Widodo khususnya pada poin ketiga yaitu membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan, Kemenko Polhukam melakukan tugas 

dan fungsinya dengan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan wilayah perbatasan dan daerah terluar, diantaranya 

Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan sebagainya.  

Guna mendukung sasaran strategis tersebut, maka Kemenko 

Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 
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menurunkan indikator kinerja Tersusunnya Keputusan Presiden 

(Keppres) tentang Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar. Hal ini dilakukan 

untuk mempertegas posisi wilayah terluar Indonesia yang kemudian akan 

diperkuat sesuai dengan Nawacita ketiga Presiden Jokowi. Keppres ini 

bisa dijadikan dasar sebagai wilayah terluar Indonesia dengan adanya 

titik-titik yang diwakili oleh pulau-pulau terluar yang tercantum di 

Keppres tersebut. Kemudian, berbagai instansi Kementerian/Lembaga 

yang berwenang dapat melakukan penguatan pertahanan dan 

pembangunan di wilayah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

Rekomendasi dan koordinasi kebijakan terkait dengan peran 

Kemenko Polhukam tersebut adalah dengan dibuatnya Surat Menko 

Polhukam kepada Panglima TNI Nomor: R-94/HN.01/12/2017 tanggal 28 

Desember 2017 hal Rekomendasi tentang Pemenuhan Pembangunan 

Alutsista dan Sarana Pendukung Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 

yaitu Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan wilayah perbatasan dan 

pulau-pulau kecil terluar dan hasil pelaksanaan Kajian tentang Strategi 

Penataan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Halaman 

Depan Negara yang Mempunyai Nilai Strategis ditemukan kondisi 

minimnya alutsista dan sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas 

pengamanan, sehingga tugas pengamanan pulau-pulau kecil terluar 

belum dapat dilaksanakan secara optimal.  

Memperhatikan hal tersebut di atas, kiranya Panglima TNI dapat 

memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dimaksud guna tercapainya 

tugas pokok pengamanan dan kesejahteraan prajurit TNI di pulau-pulau 

kecil terluar. 

Rekomendasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko 

Polhukam terkait Tersusunnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang 

Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar sudah berhasil yaitu dengan 

ditandatanganinya rancangan keputusan presiden tersebut oleh Presiden 
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RI dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar pada 

tanggal 2 Maret 2017. 

 
Penyelesaian permasalahan Patung Dewa Kwan Seng Tee Koen di 
Klenteng Kwan Sing Bio Tuban  

Menindaklanjuti permasalahan patung Dewa Kwan Seng Tee Koen 

di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban yang terjadi, Tim Kemenko Polhukam 

(Kedeputian VI/Kesbang) telah melaksanakan kunjungan kerja ke Tuban 

pada tanggal 10 s.d 12 Agustus 2017. Pada saat kunjungan kerja Tim 

Kemenko Polhukam melakukan pertemuan dengan Bupati Tuban, Wakil 

Bupati Tuban, Anggota Forkopimda (Kapolres Tuban, Dandim 

0811/Tuban, Kajari, Ketua Pengadilan, Kaban Kesbangpol). FKUB, MUI, 

FKDM, Tokoh Masyarakat NU, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, 

dan Ansor Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil peninjauan disimpulkan beberapa hal yaitu: 

a. Permasalahan Patung Dewa Kwan Seng Koen bukan masalah SARA 

yang selama ini diberitakan di medsos, tetapi masalah yang 

sebenarnya adalah pendirian patung yang belum memiliki izin resmi 

IMB. Sebenarnya masyarakat Kab. Tuban tidak pernah 

mempermasalahkan keberadaan patung Dewa Kwan Seng Tee Koen 

yang terletak di area Klenteng, apalagi harus merobohkan patung 

tersebut, karena keberadaan patung tersebut membawa rezeki bagi 

masyarakat Kab. Tuban itu sendiri.  

b. Ukuran tinggi dan pembawaan pedang dari keberadaan patung 

Dewa Seng Tee Koen perlu dievaluasi dan direnovasi oleh pihak 

Klenteng Kwan Sing Bio kembali sesuai usulan dari beberapa ormas 

di Kab. Tuban. Hal ini untuk tidak mencederai masyarakat Tuban 

yang saat ini dikenal dengan slogan “ Bumi Wali Spirit of Harmony” 

sehingga ukuran tinggi dari patung tersebut saat ini setinggi 30,40 
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meter agar di renovasi untuk direndahkan lagi.  

c. Keberadaan Patung Kwan Seng Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio 

Tuban tidak menjadi masalah bagi masyarakat Tuban, yang menjadi 

masalah adanya masyarakat luar Tuban yang pro dan kontra 

mengenai Patung Kwan Sing Tee Koen yang ukurannya cukup besar. 

Permasalahan ini harus cepat ditangani sehingga tidak menjadi hal 

yang dapat mengganggu  kebhinnekaan dan NKRI. 

Dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan patung Dewa 

Kwan Seng Tee Koen tersebut, Kemenko Polhukam melalui Deputi 

VI/Kesbang  telah mengirimkan Surat Ke Bupati Tuban Nomor: B-

503/Polhukam/De-VI/KB.00.00.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 

perihal  penyelesaian permasalahan Patung Dewa Kwan Seng Tee Koen di 

Klenteng Kwan Sing Bio Tuban 

 
Percepatan Pembentukan Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN)  

Ancaman keamanan negara sangatlah dinamis, tidak hanya 

ancaman berupa fisik (serangan langsung) dari dalam dan luar negeri, 

namun juga adanya ancaman non fisik. Dalam kehidupan kita sebagai 

masyarakat modern, negara juga banyak mendapatkan cyber attack. 

Indonesia termasuk negara yang mendapatkan serangan itu.  

Adanya upaya menggangu situs resmi milik Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) pada 15 Februari 2017 menjadi perhatian penting 

pemerintah, terutama hal tesebut terjadi saat KPU tengah melakukan real 

count, alias hitung rill perolehan suara pilkada serentak 2017. 

Pemerintah pun semakin serius memperhatikan potensi terjadinya 

peretasan pada situs-situs pemerintah lainnya. Salah satu upaya 

pemerintah dalam mencegah peretasan yaitu dengan melakukan proses 

pembentukan Badan Siber Nasional. Menko Polhukam, Wiranto, 

menyebut ancaman siber berpotensi menyerang perbankan, konten 

bisnis, kependudukan, hingga program pembangunan. Menko Polhukam, 
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Wiranto,  menyebut pembentukan BSN sebagai upaya memerangi serbuan 

siber, yang bisa mengancam berbagai macam system tersebut.  

“Untuk bisa mengkoordinasikan berbagai badan cyber yang sudah 

ada seperti cyber defence di Kementerian Pertahanan, cyber security di 

Kepolisian, cyber intellegence di BIN, dan cyber-cyber lain, dibutuhkan 

payungnya yang namanya Badan Siber Nasional. Tugasnya yaitu 

memproteksi semua kegiatan sipil secara nasional dan persandian tetap 

ada,” Menko Polhukam, 8 Februari 2017. 

Lembaga Sandi Negara akan ditunjuk sebagai ’embrio’ Badan Siber 

nasional, karena Lemsaneg sudah memiliki fasilitas yang cukup dan  

supaya efisiensi,  

Pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang 

ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017. BSSN 

merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Operasional BSSN melalui menteri yang menyelenggarakan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.  

“BSSN nantinya diarahkan kepada pembangunan lingkungan 

(ekosistem) ranah siber Indonesia yang tahan dan aman,” bunyi 

keterangan pers dari Humas dan Kerja Sama Lembaga Sandi Negara, yang 

diterima Tempo, Jumat, 2 Juni 2017.  

Pembentukan BSSN sebagai penguatan dari Lembaga Sandi Negara 

yang ditambah dengan Direktorat Keamanan Informatika. Dalam 

Peraturan Presiden itu disebutkan bahwa BSSN bertugas melaksanakan 

keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, 

mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait 

dengan keamanan siber. 

BSSN bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  105 

Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dipimpin oleh seorang 

Kepala dan dibantu oleh Sekretariat Umum serta empat deputi yaitu, 

Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi 

Bidang Penganggulangan dan Pemulihan, Deputi Bidang Pemantauan dan 

Pengendalian. 

Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Sementara Sekretaris Umum dan Deputi 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Sandi 

Negara dan Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal 

Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan 

melebur ke dalam BSSN. 

 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Anti Provokasi, 
Agitasi, dan Propaganda (Satgas Proapro) 

Menko Polhukam membentuk Satuan Tugas Provokasi Agitasi 

Propaganda (Satgas ProAPro). Satgas ini dibentuk dalam upaya untuk 

menangkal propaganda radikalisme yang marak di internet, terutama di 

sosial media. 

Dalam proses pembentukan Rancangan Perpres Satgas anti Proapro 

pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi sebagai 

berikut: 

a. Rakor membahas Konsep Rancangan Perpres Satgas Lawan 

Provokasi, Agitasi dan Propaganda (Proapro); 

b. Rakor membahas tentang Penyusunan Peraturan Presiden 

tentang Satuan Tugas Lawan Provokasi, Agitasi, dan Propaganda 

Negatif (Proapro) 

c. Rakor membahas Konsep Struktur organisasi dan pengisian 

personil Satgas anti Proapro 
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d. Rakor pengisian Personil Organisasi Satuan Tugas Lawan 

Provokasi, Agitasi dan Propaganda 

e. Rakor membahas konsep Rperpres Satgas Anti Proapro 

Pada tanggal 16 Januari 2017 Menko Polhukam mengusulkan 

RPerpres Satgas Lawan Proapro kepada MenkumHAM melalui surat 

Nomor B-9/Menko/Polhukam/IP.00.01/1/2017 tentang Harmonisasi 

Rancangan Perpres Tentang Satgas Lawan Proapro. 

 
Pelaksanaan Dukungan Administratif Komisi Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima pengaduan 

masyarakat melalui beberapa cara, yaitu melalui website, surat/pos, 

email, telepon atau datang langsung ke kantor KKRI. Selain menerima 

pengaduan masyarakat, KKRI melalui inisiatif sendiri memantau atau 

menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi atensi pimpinan atau menarik 

perhatian masyarakat. Sampai saat ini, laporan yang diterima oleh KKRI 

mayoritas disampaikan melalui surat/pos. Setiap pengaduan yang masuk 

diregister berdasarkan urutan waktu diterimanya pengaduan.  

Pada Tahun 2017, KKRI menerima sebanyak 878 laporan 

pengaduan masyarakat, baik yang dikirim melalui pos, email ataupun 

datang langsung ke kantor KKRI. Untuk menangani laporan pengaduan 

masyarakat, anggota Komisi Kejaksaan dibagi berdasarkan wilayah dan 

masing-masing Komisioner bertanggungjawab terhadap penyelesaian 

pengaduan di masing-masing wilayah. 
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Grafik III.8 Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat 
Periode : Januari s/d Desember 2017 

 

 

Setelah dilakukan telaah dan diputuskan melalui Rapat Pleno, dari 

pengaduan yang diterima, KKRI merekomendasikan kepada Jaksa Agung 

sebanyak 440 rekomendasi dengan kualifikasi untuk dilakukan klarifikasi 

sebanyak 259 pengaduan, untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 

pengaduan, dan sebanyak 180 pengaduan diteruskan untuk 

ditindaklanjuti segera. KKRI juga meneruskan 29 pengaduan ke 

Kompolnas, 6 pengaduan diteruskan ke Komisi Yudisial, 2 pengaduan 

diteruskan ke KOMNAS HAM, 1 pengaduan diteruskan ke Sesdep 

Menkopolhukam, dan 6 rekomendasi permintaan tambahan data kepada 

pelapor, Sebanyak 309 laporan pengaduan diarsipkan karena sudah 

selesai atau bukan merupakan kompetensi/kewenangan KKRI, dalam 

proses konsep surat R (2018) sebanyak 30 laporan pengaduan dan 

sisanya masih dalam proses telaahan Sebanyak 231 laporan pengaduan. 

Pada tahun 2017, KKRI menerima respon dari Kejaksaan dan instansi 

lain sebanyak 122 Surat. 

 

Pelaksanaan Dukungan Administratif Komisi Kepolisian Nasional 

Berdasarkan Perpres No 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian 

Nasional, Keberadaan Kompolnas adalah untuk memenuhi tuntutan 
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manajemen birokrasi pemerintah dimana diperlukan satu wadah 

pendukung yang terpisah denga organisasi polri. Organisasi ini dibentuk 

untuk menangani rumusan dan perencanaan masalah kebijakan di bidang 

SDM, sarana prasarana serta anggaran Polri, disamping sebagai lembaga 

pengawas eksternal.  

Semakin meningkatnya wawasan dan kesadaran hukum serta akses 

informasi yang dimiliki masyarakat dewasa ini, memiliki korelasi yang kuat 

terhadap masih banyaknya jumlah SKM yang diterima Kompolnas dari 

tahun ke tahun. Dari total surat pengaduan yang diterima kompolnas 845 

(memenuhi kriteria), sudah dijawab oleh Polri sejumlah 600 dan Polri 

belum menjawab surat klarifikasi kompolnas sejumlah 345 surat. 

Terhadap surat klarifikasi yang belum dijawab Polri maka Kompolnas akan 

mengirimkan surat klarifikasi kedua, jika klarifikasi kedua tidak mendapat 

jawaban dari Polri maka akan direncanakan untuk prioritas kunjungan 

kerja klarifikasi SKM Kompolnas pada tahun 2018. Pada tahun 2017 telah 

dilaksanakan berbagai kegiatan dengan hasil sebagai berikut : 

1. Kunjungan Kerja Kompolnas dalam rangka Pengawasan 

Pendidikan di Polda dimana ditemukan masalah mengenai 

kurangnya air bersih di SPN Betung 

2. Pengawasan Pendidikan, Pembentukan dan Pengembangan Polri 

serta Menghadiri Peresmian Peningkatan Tipe Polda Kepulauan 

Riau 

3. Pengawasan Kinerja Polri terkait Pengamanan Pemilukada 

Serentak Tahun 2017 

4. Kunjungan Kerja Kompolnas dalam rangka Klarifikasi dan 

Monitoring SKM dan Puldata SDM, Sarpras, Anggaran, dan 

Operasional 

5. Kunjungan Kerja Kompolnas dalam rangka pengumpulan data 

(puldata) SDM, Sarpras, dan Anggaran 

6. Kunjungan Kerja Komisioner Kompolnas dalam rangka Klarifikasi 
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Kasus Menonjol (Susjol) Terkait 17 (Tujuh Belas) Tahanan yang 

Melarikan Diri di Polres 

7. Pelaksanaan Simposium Kupang 

8. Kunjungan Kerja Kompolnas dalam rangka Klarifikasi dan 

Monitoring Penanganan Kasus Menonjol (Susjol) 

9. Tugas Kunjungan Kerja Komisioner Kompolnas di Wilayah Polda 

Nusa Tenggara Timur dalam rangka Gelar  Perkara SKM (sarana 

keluhan masyarakat).  

10. Kunjungan Kerja Komisioner Kompolnas di Wilayah Polda 

Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka Pengawasan Pendidikan 

Seleksi Penerimaan Akpol dan Bintara Polri 

11. Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Piranti Lunak 

(Instrumen) Penyesuaian Anggaran Penanganan SKM Bagian 

Pelayanan Teknis Sekretariat 

12. Kunjungan Kerja Komisioner Kompolnas ke Sulawesi Utara 

(Sulut) dalam rangka Pelaksanaan Program Monitoring 

Pengamanan Wilayah Perbatasan RI dan Philipina oleh Polda 

Sulawesi Utara Guna Mengantisipasi Masuknya Warga ISIS dari 

Marawi Philipina 

13. Kunjungan Kerja Anggota Kompolnas di Wilayah Polda Sumatera 

Utara (Sumut) dalam rangka Klarifikasi Kasus Menonjol (Susjol) 

terkait Pemberitaan di Media Sosial tentang Penerimaan Taruna 

Akpol Tingkat Daerah TA 2017 

14. Pemantauan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri 

15. Pengawasan Kompolnas-Polri: Mewujudkan Polri yang Promoter 

melalui Pengawasan di Bidang Penegakkan Hukum Internal Polri 

yang Tegas 

16. Kunjungan Kerja Kompolnas dalam Rangka Pengawasan Seleksi 

Tingkat Pusat Tahap II Pemeriksaan Psikologi, Mental, dan 

Kepribadian Calon Taruna Akpol TA 2017 
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17. Kunjungan Kerja Kompolnas dalam rangka Anev Pengamanan 

Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Kesiapan Pengamanan 

Pilkada 2018 di Polda 

18. International Focus Group Discussion "Crime Prevention", 

19. Kunjungan Kerja Anggota Kompolnas di Wilayah Polda Papua 

dalam rangka Monitoring Pengamanan Wilayah Perbatasan RI 

20. Kunjungan Kerja Anggota Kompolnas ke Polda Kepulauan Riau 

dalam Rangka Pelaksanaan Program Monitoring Pengamanan 

Wilayah Perbatasan RI 

21. Kunjungan Kerja Tim Kompolnas dalam rangka Pemantauan 

Kegiatan Fungsi Bhabinkamtibmas dalam Pengamanan Wilayah 

Pulau Terluar Giat Tatap Muka 
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E. Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2017, Kemenko Polhukam mendapat alokasi 

anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu 

anggaran DIPA sebesar Rp 300.479.761.000,-. Realisasi Akhir 

tahun anggaran 2017 sebesar Rp 284.469.437.579,- atau 

sebesar 94,67% . Pagu Belanja dalam DIPA dialokasikan 

kedalam 3 program, yaitu sebagai berikut: 

 

Grafik III.9 Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2017 

 

1. Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

Rp 132.266.343.000,- Realisasi akhir tahun anggaran 2017 

sebesar 96,59%    (Rp 127.755.356.842,-) 

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Kemenko Polhukam Rp 148.316.032.000,- Realisasi akhir tahun 

anggaran 2017 sebesar 92,74 % (Rp 137.555.681.437,-) 

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam 

Rp_19.897.386.000,- Realisasi akhir tahun anggaran 2017 

sebesar 96,29% (Rp_19.158.399.300,-) 
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Adapun perbandingan penyerapan anggaran Kemenko 

Polhukam dari tahun 2015 hingga 2017 adalah sebagai berikut: 

 

 
Grafik III.10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam 

 

Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2015 sebesar Rp 

186.484.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp 177.306.129.679,- atau 

sebesar 95%. Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada Tahun 2016 

ialah Rp 280.915.962.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

244.135.542.190,- atau sebesar 86,91%. Pada tahun 2016 terjadi self 

Blocking yang mengakibatkan penyerapan anggaran di Kemenko 

Polhukam menjadi kecil yaitu 86,91%. Pada tahun 2017 belum ada self 

blocking namun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 

18.000.000.000,-  pada bulan Oktober yang mempengaruhi realisasi 
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penyerapan anggaran.Pagu anggaran pada tahun 2017 menjadi 

Rp300.479.761.000,- dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 

sebesar Rp 284.469.437.579,- atau sebesar 94,67%. Pencapaian 

penyerapan anggaran tersebut dapat terwujud karena adanya strategi 

dalam memastikan realisasi penyerapan anggaran maksimal yaitu 

dengan melakukan monitoring dan pengendalian per triwulan agar 

target yang direncanakan tercapai.  
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Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

Tabel III.22 

Realisasi Anggaran 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja Penanggungjawab Alokasi Pagu 

(Rp) 
Realisasi 

Anggaran (Rp) Persentase 

(1) (2)   (3) (4) (5) (6) 
Meningkatnya 
kualitas 
demokrasi dan 
diplomasi  

a) Indeks 
Demokrasi 
Indonesia  

b) Jumlah 
Implementasi 
Blue Print APSC 

c) Persentase 
Kerjasama Luar 
Negeri dengan 
Negara Lain yang 
ditindaklanjuti 

d) Jumlah RPerpres 
Tentang 
Penguatan Bela 
Negara 

74,3 
 

3 
 
 
 

92% 
 
 
 

  
1 

RPerpres 
 

70,09 
 

4 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

1 
RPerpres 

Kedeputian Politik 
Dalam Negeri 
 
 
Kedeputian Politik 
Luar Negeri 
 
 
 
 
 
Kedeputian 
Kesatuan Bangsa 

23.934.491.000  
 
       
 
 
6.114.058.000  
 
 
 
 
 
          
11.174.685.000  
 

 
 

23.269.391.735  
 
 
 
 
6.091.204.322  
 
 
 
 
 
 
11.067.209.160  
 
 
 
 
 

97,22 
 
 
 
 

99,63 
 
 
 
 
 
 

99,04 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja Penanggungjawab Alokasi Pagu 

(Rp) 
Realisasi 

Anggaran (Rp) Persentase 

Meningkatnya 
Supremasi 
Hukum dan 
Pemajuan HAM 

a) Indeks Perilaku 
Anti Korupsi 

b) Indeks Persepsi 
Korupsi 

3.65 
 

38 
 

 
 

3,71 
 

37 
 

Kedeputian 
Hukum dan HAM 

9.784.121.000  
 

 9.717.799.808  
 

99,32 

Terwujudnya 
stabilitas 
keamanan 

a) Skala Minimum 
Essential 
Forces  (MEF 

b) Penyelesaian 
Kasus Tindak 
Pidana 

43,7% 
 
 

70% 
 
 

58,46% 
 
 

58% 
 

Kedeputian 
Pertahanan 
Negara 
Kedeputian 
Keamanan 
Nasional 

14.078.405.000  
 
 
37.050.906.000  
 
 

 13.867.612.572  
 
 

35.329.489.151  
 

98,50 
 
 

95,35 

Meningkatnya 
pendayagunaan 
aparatur dan 
tata kelola 
kepemerintahan. 

a) Penyelesaian 
Sengket 
Informasi 
Publik  

b) Indeks RB K/L 
 
Indeks RB Prov 
 
Indeks RB 
Kab/Kota 

65% 
 
 
 

66% 
 

53% 
 

56% 
 
 

86,55% 
 
 
 

70,65% 
 

57,46% 
 

55,08% 

Kedeputian 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Aparatur 

30.129.677.000  
 
 

28.412.650.094  
 

94,30 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja Penanggungjawab Alokasi Pagu 

(Rp) 
Realisasi 

Anggaran (Rp) Persentase 

Meningkatkan 
Dukungan 
Administratif 
dan Pelaksanaan 
Operasional 
Kemenko 
Polhukam 

a) Indeks Reformasi 
Birokrasi 
Kemenko 
Polhukam 

b) Opini Wajar 
Tanpa 
Pengecualian 
atas laporan 
keuangan 
Kemenko 
Polhukam 

c) Nilai AKIP 
Kemenko 
Polhukam 

 

B 
 
 

 
 

WTP 
 
 
 
 

 
B 
 

B 
 
 
 
 

WTP 
 

 
 
 
 

B 
 

Sekretariat 
Kemenko 
Polhukam 

142.234.823.000 131.467.208.455 
 

92,42 
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BAB IV 
PENUTUP 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko 

Polhukam Tahun 2017 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada 

pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian 

kinerja tahun anggaran 2017. LAKIP Kemenko Polhukam 2017 diharapkan 

dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen 

untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.  

Secara umum, peran yang dilakukan oleh kemenko Polhukam dalam 

perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta pengendalian di 

bidang politik, hukum dan keamanan telah berjalan dengan optimal, 

walaupun dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai 

permasalahan yang sangat kompleks dan cenderung mengedepankan ego 

sektoral. 

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak 

terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Kami 

menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kemenko Polhukam masih 

menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan 
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perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi 

yang lebih intensif dalam menjawab permasalahan.  

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kemenko 

Polhukam antara lain adalah: 

1. Meningkatkan kualitas perumusan tujuan dan sasaran dokumen 

perencanaan tingkat unit organisasi serta rumusan indikator 

kinerja sehingga lebih berorientasi hasil; 

2. Menyempurnakan sistem pengumpulan data kinerja secara 

memadai melalui pembangunan Sistem Pengukuran Kinerja 

Berbasis elektronik; 

3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

sekalligus penguatan fungsi aparat pengawasan internal sehingga 

hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan bagi perbaikan 

perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan pengukuran 

keberhasilan unit-unit kerja 

4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan 

manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemenko Polhukam. 

Keberhasilan pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum dan 

keamanan serta pencapaian sasaran strategisnya, sangat ditentukan oleh 

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif baik dari internal organisasi 

maupun segenap stakeholder di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Hal 

ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, 

Kemenko Polhukam dapat lebih berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan 

melayani masyarakat. 

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, 

baik kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

maupun berbagai pihak yang terkait dengan Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga dapat memberikan umpan 

balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.  
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MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN 
 KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2017 

  
   

 
   

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Program 
Anggaran 

 Pagu  Realisasi % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7)  (8) (9) 

Meningkatny
a kualitas 
demokrasi 
dan 
diplomasi  

1. Indeks Demokrasi Indonesia  74,3 70,09  98,94  
 
 
 
 
 
 
 
 

Peningkat
an 

Koordinasi 
Bidang 
Politik, 
Hukum 

dan 
Keamanan 

          
23.934.491.000  

 

          
23.269.391.73

5  
 

97,22  

2. Jumlah Implementasi Blue 
Print APSC 3 

  
4 

  
133,33 

              
6.114.058.000  

 

            
6.091.204.322  

 
99,63  

3. Persentase Kerjasama Luar 
Negeri dengan Negara Lain 
yang ditindaklanjuti 

92% 100% 108,69 

4. Jumlah RPerpres tentang 
Penguatan Bela Negara 

1 
RPerpres 

  

1 
RPerpres 

  

100 
  

          
11.174.685.000  

 

          
11.067.209.16

0  
 

99,04 

    
            

9.784.121.000  
 

 
            

9.717.799.808  
 

 
99,32 

Terwujudnya 
Penegakan 
Hukum  

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi 3.65 
  

3,71 
  

101,64
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2. Indeks Persepsi Korupsi 38 
 

37 
 

 
97,36 

 
Terwujudny
a stabilitas 
pertahanan 
dan 
keamanan 

1. Pemenuhan Minimum 
Essential Forces (MEF) 

43,7% 
  

58,46% 
  

133,77 
  

 
 
 

   
14.078.405.000   

 
13.867.612.57
2  

  

98,50 
  

 
2. Penyelesaian Kasus Tindak 

Pidana 
 

 
70% 58% 82,85           

37.050.906.000  
 

          
35.329.489.15

1  
 

        
95,35 

Meningkatny
a 
pendayaguna
an aparatur 
dan tata 
kelola 
kepemerinta
h-an 

1. Penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik 

 
 

65% 
 

 

 
 
86,55% 
 

  

 
 
133,15 
 

  
          

30.129.677.000  
 

          
28.412.650.09

4  
 

94,30 

2. Indeks RB K/L 
 
Indeks RB Prov 
 
Indeks RB Kab/Kota 

66% 
 

53% 
 

56% 

70,65% 
 

57,46% 
 

55,08% 
 
 

107,04 
 

108,41 
 

98,35 
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Meningkatk
an 
Dukungan 
Administrati
f dan 
Pelaksanaa
n 
Operasional 
Kemenko 
Polhukam 

1. Indeks Reformasi Birokrasi 
Kemenko Polhukam 
 

B 

 
 

B 
(67,77

%) 

100 

 142.234.823.000 

 
 
131.467.208.4
55 
 

92,4
2 

2. Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian atas laporan 
keuangan Kemenko 
Polhukam 
 

WTP WTP 100 

3. Nilai AKIP Kemenko 
Polhukam B 

 
B 

(68,11) 
100 

 
Jumlah Anggaran Tahun 2017 :  Rp   300.479.761.000,-  
Realisasi Anggaran Tahun 2017 : Rp 284.469.437.579  (94,67%) 
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MATRIK CAPAIAN KINERJA KEMENKO POLHUKAM TAHUN 2015-2017 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 
2015 

Target 
2016 

Target 
2017 

Realisasi % 
Capaian 

2017 
2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Meningkatnya 
kualitas 
demokrasi dan 
diplomasi 
Indonesia 

a) Indeks 
Demokrasi 
Indonesia (IDI) 

b) Jumlah 
Implementasi 
Blue Print APSC 

c) Persentase 
Kerjasama Luar 
Negeri dengan 
Negara Lain yang 
ditindaklanjuti 

68-70 
 
 

n/a 
 
 

n/a 

66-70 
 
 
1 
 
 

90% 

74,30 
 
 
3 
 
 

92% 
 

73,04 
 
 

n/a 
 
 

n/a 
 
 

72,82 
 
 
3 
 
 

90% 
 
 

70,09 
 
 
4 
 
 

100% 
 
 
 

94,33 
 
 

133,33 
 
 

108,69 

Terwujdunya 
Penegakan 
Hukum  

a) Indeks Perilaku 
Anti Korupsi 
(IPAK)  

b) Indeks Persepsi 
Korupsi (IPK) 

3,75 
 

3,59 
 
 

3,8 
 

3,63 
 
 

3,65 
 

3,8 
 
 
 

3.4 
 

34 
 
 
 
 

3,6 
 

36 
 
 
 
 

3,71 
 

37 
 
 
 

101,64 
 

97,36 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Terwujudnya 
stabilitas 
pertahanan dan  
keamanan 

a) Skala Minimum 
Essential Forces  
(MEF)  

b) Penyelesaian 
kasus tindak 
pidana  

43,67 
 
 

n/a 
 
 
 

51,20 
 
 

n/a 
 
 
 

43,7% 
 
 

70% 
 
 
 

43,67 
 
 

n/a 
 
 
 

50,45 
 
 

n/a 
 
 
 

58,46% 
 
 

58% 
 
 
 

133,77% 
 
 

82,86% 
 
 
 

Semakin 
mantapnya 
Reformasi 
Birokrasi dan 
tata Kelola 

a) Penyelesaian 
Sengketa 
Informasi Publik 
 

b) Indeks RB K/L 
Indeks RB Prov 
Indeks RB 
Kab/Kota 

 
n/a 

 
 

47% 
15% 
5% 

 
 
 

 
60% 

 
 

54% 
30% 
15% 

 

 
65% 

 
 

66% 
53% 
56% 

 
 
 

 
132,39% 
 

 
66,13% 
41,62% 
42,61% 

 
 
 

 
84,37% 
 

 
69,58% 
56,69% 
55,94% 

 
 
 

 
86,55% 

 
 

70,65% 
57,46% 
55,08% 

 
 

 
133,15% 

 
 

107,04 
108,41 
98,35 
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Rilis Indeks Demokrasi Indoneisa 
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           Nilai IPAK Indonesia Tahun 2016 
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                                               Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 
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                                   Minimum Essential Force (MEF) TNI 
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       Surat Kemenpan RB tentang Hasil AKIP Kemenko Polhukam Tahun 2016 

 
 
 



   L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E M E N K O  P O L H U K A M  2 0 1 7  12 

 
Surat Kemenpan RB tentang Hasil RB Kemenko Polhukam Tahun 2016 
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 Surat  BPK ke Kemenko Polhukam terkait pencapaian WTP 
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          Perjanjian Kinerja Menko Polhukam Tahun 2017 
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